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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas atas tersusunnya dokumen RPJM

Tahap lll yaitu Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020 - 2024.

Seiring dengan telah berakhirnya RPJM Tahap Il tahun 2015-2019 di tahun 2020,
Pengadilan Agama Unaaha perlu membuat rancangan strategis pada periode RPJM berikutnya,
sehingga perlu menyusun kembali dan melakukan reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama
Unaaha tahun 2020-2024 yang selaras dengan arah dan kebijakan strategis Mahkamah Agung
RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 237A/SEK/SK/V/2020
tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020-2024 ini melanjutkan arah
dan kebijakan Rencana Strategis periode sebelumnya. Dalam penyusunan dokumen ini
melibatkan seluruh komponen yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Unaaha dan telah
diupayakan secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak
menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
isu-isu strategi yang berkembang serta prioritas dan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung.
Semoga Dokumen ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Unaaha Yang Agung".

fUnaaha, 31 Desember 2021
Ketua Pengadilan Agama Unaaha,

Naj_miah Sunusi, S.Ag, MH
< NIP.19720525 199802 2 001
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1.1. KONDISIUMUM
A. Sejarah

Pengadilan Agama Unaaha merupakan Pengadilan Agama kelas Il salah satu
dari 10 Peradilan Agama Tingkat Pertama dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama
Sulawesi Tenggara. Pengadilan Agama Unaaha terletak di Jl. Inolobunggadue Il No.
830, Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Propinsi
Sulawesi Tenggara.

Pengadilan Agama Unaaha terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden
RI Nomor 85 Tahun 1996 yang diresmikan tanggal 5 Juli 1997 di Kendari. Pada saat
itu Unaaha sebagai Wilayah Kabupaten Dati Il Kendari namun pusat administratif di
Kota Kendari. Pada pada tanggal 28 September 2004 nama Kabupaten Kendari
berubah nama menjadi Kabupaten Konawe dengan ibukotanya di Unaaha. sedangkan
Kota Kendari sendiri menjadi daerah kotamadya dengan ibukotanya Kendari.

Pada tahun 2002 Kabupaten Konawe terdiri dan 23 wilayah Kecamatan dengan
631 Desa/Kelurahan. Bagian selatan Kabupaten ini terbentuk menjadi Kabupaten
Konawe Selatan yang meliputi 11 Kecamatan, sedangkan bagian utara membentuk
Kabupaten Konawe Utara.

Pada tahun 2004 Pemerintah daerah Kabupaten Konawe yang awalnya 22
Kecamatan dimekarkan menjadi 30 wilayah kecamatan, dengan 405 Desa/Kelurahan
atau tepatnya 322 Desa definitif, pada tahun 2005 ada 38 Desa persiapan dan 45
Kelurahan.

Hingga Tahun 2011 Pengadilan Agama Unaaha memiliki wilayah hukum atau
yurisdiksi meliputi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara
dan Kabupaten Konawe Selatan. Namun kemudian wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Unaaha mengalami pengurangan wilayah, dimana berdasarkan Surat
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 24 Februari
2011 tentang pembentukan Pengadilan Agama Andoolo dan Pengadilan Agama
diwilayah lainnya, dimana pada tanggal 16 Nopember 2011 operasional Pengadilan
Agama Andoolo diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di
Labuan Bajo, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Kabupaten Konawe Selatan
(Andoolo) keluar dari wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha dan masuk dalam

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo.
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Sehingga pada tahun 2012 wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha

tinggal menyisakan Kabupaten Konawe dan Konawe Utara. Namun pada Tahun 2013
hingga saat ini wilayah yurisdiksi Kabupaten Konawe kembali bertambah menjadi 3
Kabupaten dimana saat itu Kabupaten Konawe Kepulauan menjadi kabupaten
terakhir hasil Pemekaran wilayah Kabupaten Konawe dan masuk menjadi bagian
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha.

Ketiga kabupaten yang masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha
tersebut memiliki total luas wilayah hukum 10.404,62 Km?, dan dengan total jumlah
penduduk lebih dari 361.932 jiwa (BPS Prov. Sultra 2020), serta terdiri dari 49
Kecamatan dan 640 Desa atau Kelurahan (Yurisdiksi 2021 Keputusan bersama PA-PN

Unaaha).

B. VYurisdiksi

Letak kantor Pengadilan Agama Unaaha cukup strategis, berada dalam area
Perkantoran Kabupaten Konawe, dimana pusat administrasi pemerintahan
Kabupaten Konawe dan administrasi pemerintahan lainnya berlokasi pada kawasan
ini.

Letak geografis Pengadilan Agama Unaaha yang dekat dengan Ibukota
Propinsi yatu +/- 70 km dari Kota Kendari, memilki wilayah hukum yang luas, dengan
topologi yang beragam, meliputi dataran datar, kepulauan dan pegunungan hingga
kewilayah utara berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah.

Yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha (tahun 2021)
meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan
Kabupaten Konawe Kepulauan. Dengan total luas wilayah hukum seluas 10.404,62
Km2 dengan total jumlah penduduk lebih dari 361.932 jiwa. (BPS Prov Sultra 2020),
terdiri dari 49 Kecamatan dan 639 Desa atau Kelurahan (Yurisdiksi 2021 Keputusan
bersama PA-PN Unaaha).

Melalui Keputusan Bersama Nomor W23.U5/18.a/HK.02/1/2021 dan W21-
A5/40.a/HK.05/1/2021 tanggal 5 Januari 2021, Ketua Pengadilan Agama Unaaha dan
Ketua Pengadilan Negeri Unaaha telah menetapkan radius panggilan dalam wilayah
hukumnya.

Berikut wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha:
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B.1. KABUPATEN KONAWE (29 KECAMATAN 374 DESA/KELURAHAN)

Kabupaten Konawe memiliki luas sebesar 579.894Ha. Luas wilayah perairan
lautnya lebih kurang 11.960 km2. Kabupaten Konawe yang terletak di jazirah
tenggara Pulau Sulawesi juga memiliki pulau-pulau kecil dan besar yaitu Pulau
Bokori, Pulau Saponda Laut, dan Pulau Saponda Darat.

Berikut informasi geografis, topografi, hidrologi, dan klimatologi dari data BPS

Kabupaten Konawe (Statistik Daerah Kabupaten Konawe 2020):

Letak geografis kantor Pengadilan Agama Unaaha pada koordinat GPS Lattitude:
-3.8689488 Longituide : 122.1433206;

- Letak geografis Kecamatan Unaaha dimana letak Pengadilan ada didalamnya,
pada 3°51'799” Lintang Selatan dan 122°06”436Bujur Timur;

PEMERNTAH KASUPATEN KONAWE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2014 - 20:

2034

PETA ADMINISTRASI
N

Gambar. Peta wilayah Kabupaten Konawe

Tabel 1. Data Radius Panggilan Wilayah Hukum Kabupaten Konawe

1 Soropia Toronipa 20 80,3 2j7m Kend.R4
2 Lalungasumeeto Nii Tanasa 11 98 1j56m Kend. R4
3 Sampara Sampara 15 50,2 1j5m Kend. R4
4 | Bondoala Laosu 9 71 1j45m Kend. R4
5 | Besulutu Besulutu 16 36,3 56m Kend.R4
6 Kapoiala Kapoiala 15 88 2j4m Kend. R4
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7 | Anggalomoare Tabanggele 10 60,8 1j14m Kend. R4
8 Morosi Besu 10 58,8 1j30m Kend.R4
9 Lambuya Lambuya 10 15,4 27m Kend.R4
10 | Uepai Uepai 19 8,1 15m Kend.R4
11 | Puriala Watundehoa 16 34,5 45m Kend. R4
12 | Onembute Onembute 12 35,4 49m Kend. R4
13 | Pondidaha Pondidaha 18 25 41m Kend. R4
14 | Wonggeduku Puuduria 15 20 32m Kend. R4
15 | Amonggedo Amonggedo Baru 15 35,2 50m Kend. R4
16 | Wonggeduku Barat | Puday 16 15,8 36m Kend. R4
17 | Wawotobi Wawotobi 15 13 26m Kend. R4
18 | Meluhu Meluhu 9 23 60m Kend. R4
19 | Konawe Tawanga 12 13 22m Kend.R4
20 | Anggotoa Nario Indah 14 18,7 30m Kend. R4
21 | Unaaha Puunaha 12 1,1 6m Kend. R4
22 | Anggaberi Andabia 8 18,8 41m Kend. R4
23 | Abuki Abuki 12 22,3 1j15m Kend. R4
24 | Latoma Waworaha 16 86,6 3j20m Kend. R4
25 | Tongauna Tongauna 10 7,8 1j28m Kend. R4
26 | Asinua Ambondia 9 48 1j30m Kend. R4
27 | Padangguni Padangguni 11 27,8 2j Kend. R4
28 | Tongauna Utara Puundombi 10 11,9 58m Kend.R4
29 | Routa Routa 9 321 3 hari Kend. R4

B.2. KABUPATEN KONAWE UTARA (13 KECAMATAN 169 DESA/KELURAHAN)

Kabupaten Konawe Utara dengan Ibu kotanya di Wanggudu, dibentuk
berdasarkan Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007.
Kabupaten ini merupakan 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 8 Desember 2006.

Secara geografis Kabupaten Konawe Utara terletak di bagian selatan
Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 02°97’ dan 03°86’ LS, membujur
dari Barat ke Timur antara 121°49' dan 122°49’ BT. Kabupaten Konawe Utara
memiliki luas wilayah sebesar 5.003,39 Km2 atau sekitar 13,38 persen dari luas
wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan laut (termasuk
perairan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan) +11.960Km?2 atau

10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara.
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PETA ADMINISTRASI KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
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Gambar. Peta wilayah Kabupaten Konawe Utara

Tabel. Data Radius Panggilan Wilayah Hukum Kabupaten Konawe Utara
1 Sawa Sawa 14 75.5 2j9m Kend.R4
2 Motui Bende 15 93.4 2j45m Kend.R4
3 Lembo Lembo 12 111 3j Kend. R4
4 Lasolo Tinobu 15 129 3j20m Kend. R4
5 Wawolesea Wawolesea 9 116 3j20m Kend. R4
6 Lasolo Kepulauan | Boenaga 7 207 5j 50m Kend. R4 &
Speedboat
7 Molawe Molawe 9 144 3j50m Kend. R4
8 Asera Asera 19 150 4j 50m Kend. R4
9 Andowia Andowia 15 153 3j50m Kend. R4
10 Oheo Linomoiyo 17 174 4j17m Kend. R4
11 Langgikima Langgikima 12 216 6j31m Kend. R4
12 Wiwirano Lamonae 17 243 6j43m Kend. R4
13 Landawe Hialu 10 183 4j34m Kend. R4

B.3. KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN (7 KECAMATAN 96 DESA/KELURAHAN)

Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan Kabupaten terakhir (per 2021) hasil
pemekaran dari Kabupaten Konawe yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI
pada 12 April 2013. Kabupaten Konawe Kepulauan (Pulau Wawonii) merupakan
Daerah Otonom Baru (DOB) sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang

pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
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Gambar. Peta wilayah Kabupatén Konawe Kepulauc;n

Tabel. Data Radius Panggilan Wilayah Hukum Kabupaten Konawe Kepulauan

1 Wawonii Selatan Sawea 11 145.9 7j30m Kend.R4 &
Kapal Feri

2 Wawonii Barat Langara 16 115.9 6j Kend. R4 &
lwawo Kapal Feri

3 Wawonii Tengah Lampeapi 12 135.9 6j 55m Kend. R4 &
Kapal Feri

4 Wawonii Tenggara Polara 15 125.9 8j30m Kend. R4 &
Kapal Feri

5 Wawonii Timur Munse 11 155.9 8j Kend.R4 &
Kapal Feri

6 Wawonii Utara Lansilowo 21 135.9 7j30m Kend. R4 &
Kapal Feri

7  Wawonii Timur Laut Ladianta 10 165.9 7j30m Kend.R4 &
Kapal Feri

C. TUGAS DAN KEWENANGAN

Pengadilan Agama Unaaha adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung
sebagai Pengadilan Negara Tertinggi

Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang mengadili perkara yang
menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama di wilayah
hukumnya. Sebagaimana Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.
3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang

menangani perkara antara orang Islam, yakni menyangkut perkara-perkara:
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1. Perkawinan : Izin nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai talak, Itsbat nikah, Cerai

gugat, Izin poligami, Hak bekas istri, Harta bersama, Asal-usul anak, Dispensasi
nikah. Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pencegahan
nikah, Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap wali, Penolakan kawin campuir,
Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan orang tua dan Penunjukan
orang lain sebagai wali;

2. Ekonomi Syari'ah : Bank syari’ah, Bisnis syari'ah, Asuransi syari'ah, Sekuritas

syari'ah, Pegadaian syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksadana syari’'ah,

Pembiayaan syari’ah, Lembaga keuangan mikro syari’ah, Dana pensiun lembaga

keuangan syari’ah;

Waris : Gugat waris, Penetapan ahli waris;

Infaq;

Hibah;

Wakaf;

Wasiat;

Zakat;

Shadaqah;

0. dan lain-lain;

= © @ N s W

Fungsi Pengadilan Agama Unaaha

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-
perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-
masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang
No. 3 Tahun 2006);

b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide: Pasal 53
ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun
2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum,; (vide: Undang-Undang
No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut

dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk

kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi
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peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan
bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding,
kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan
memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan

Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila
diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

f. Fungsilainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian
serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah AgungRI.
Nomor: KMA/004/SK/11/1991, antara lain:

- Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.
(vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/11/1991)

- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat
tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila
diminta

- Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan
awal bulan pada tahun Hijriyah (vide : pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 jo UU No. 3 Tahun 2006

Pengadilan Agama Unaaha sebagai salah satu lembaga peradilan agama
memiliki kewenangan mutlak (absolute competensi) memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam
dalam 1. Perkawinan, 2. Waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infaq, 8.
Shadagah, dan 9. Ekonomi Syariah. (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang-ndang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012).

Selain itu Pengadilan Agama Unaaha memiliki kewenangan relatif (relative
competensi) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut
wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-
pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada

pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal
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daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).

a. Azas peradilan agama
Dalam menjalankan tugas dan kewenagangannya, Pengadilan Agama

Unaaha lembaga bagian lembaga perdilan agama berpegang pada azas:

- Peradilan/hakim bersipat pasif.

- Mendengar pihak-pihak berperkara di muka pengadilan.

- Peradilan Agama memutus perkara berdasarkan hukum Islam. (Pasal 2 dan
49 UU No.3 Tahun 2006).

- Peradilan Agama dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa dan setiap putusan dan penetapan dimulai dengan kalimat
“Bismillahirrahmanirrahim” dan diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No.7/1989)

- Peradilan Agama dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal
57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989).

- Pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan
berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,
tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan
perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan
Nomor 14 Tahun 1970).

- Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan
orang. (Pasal 58 ayat (1) UU No. 7/1989).

- Pemeriksaan perkara dilakukan dalam persidangan Majelis sekurang-
kurangnya tiga orang Hakim (salah satunya Menjadi Ketua Majelis) dan
dibantu Panitera sidang. (Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) UU No0.4/2004).

- Persidangan dilakukan terbuka untuk umum kecuali undang-undang
menentukan lain. (Pasal 59 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Psl. 19 ayat (1) UU No. 4
Tahun 2004).

- Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan secara tertutup. (Pasal 67 hurup
b dan pasal 80 hurup b UU No.7/1989) akan tetapi pada saat pembacaan

putusan atau penetapan dilakukan dengan terbuka untuk umum (Pasal 60

Renstra 2020-2024 Reviu Tahun 2021




8
5 2

~ 1y
",
Vet

2

PEN

e PENGADILAN AGAMA UNAAHA YW=
+  * Profesional

UU No.7/1989 jo. Psl. 20 UU No.4/2004).
- Peradilan Agama dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar

(Pasal 5 ayat (2) UU. No. 3/2006 jo. Psl. 4 ayat (3) UU. No. 4/2004).

b. RPJM Tahap |, Il dan Cetak Biru Mahkamah Agung RI
Cetak Biru (blue print) Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah
kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung dan 4 lembaga
peradilan dibawahnya, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa

strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3)

Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5)

Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7)

Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang

diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah

Agung. Terhadap upaya tersebut, Pengadilan Agama Unaaha dalam dekade

RPJM tahap | (2010-2014) telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menekan jumlah tunggakan perkara setiap akhir tahun berjalan;

- Mengimplementasikan manajemen perkara berbasis elektronik dengan
menggunakan aplikasi SIADPA, dan telah bejalan efektif sejak tahun 2011
dengan jumlah perkara yang terregistrasi sebanyak 5.743 perkara perdata;

- Mendukung upaya pencapaian predikat WTP Mahkamah Agung RI, dengan
percepatan pelaporan keuangan dan aset barang milik negara, melalui
Aplikasi Komdanas Mahakamah Agung RI;

- Mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan Hakim Pengawas
Bidang Pengadilan Agama Unaaha, dengan pencapain hingga dekade RPJM
Tahap |, hukuman disiplin maupun pelanggaran yang dilakukan aparat
Pengadilan Agama Unaaha sebesar NIHIL atau 0%.

- Mendukung upaya transparansi informasi Pengadilan melalui website yang
telah dimiliki sejak tahun 2009. Pada saat itu webiste yang dimiliki dengan
namadomain http://www.pa-unaaha.net yang kemudian pada tahun 2013
beralih domain menjadi http://www.pa-unaaha.go.id berdasarkan
ketentuan yang berlaku dan petunjuk KMA No 114 Tahun 2007 tentang
keterbukaan informasi di Pengadilan yang telah diubah dengan KMA Nomor

1-144 Tahun 2011 tentang tata cara pemberian informasi di Pengadilan.
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dan keuangan, manajemen pengawasan, transparansi peradilan dan fungsi
pengawasan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam
memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan
meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Untuk menjalankan
pembaruan di bidang manajemen perkara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
telah mewajibkan badan peradilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha yang meliputi tiga Kabupaten di
Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki lebih dari 20% penduduk dengan tingkat
pendidikan yang rendah dan wilayah dengan ratusan kepulauan sehingga
mengakibatkan rentang kendali yang luas. Bagi masyarakat miskin untuk
mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang
mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang
tidak terjangkau. Pengadilan Agama Unaaha melalui mekanisme bantuan hukum
berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses
peradilan melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling/zitting plaats dan pos

layanan hukum (posyankum).

1.2. ANALISIS SWOT
1.2.1. Potensi Permasalahan
Pengadilan Agama Unaaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus
selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian
badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan
memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan
tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan diruang ruang sidang pengadilan
menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi informasi yang begitu
pesat menjadikan masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan

tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan
permasalahan yang dihadapi akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan
tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja dalam mempercepat
terwujudnya kepastian hukum vyang berkeadilan. Disamping banyaknya

permasalahan yang dihadapi, namun mempunyai potensi yang cukup banyak untuk
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Dalam perencanaan strategis ini mencoba menguraikan potensi-potensi
permasalahan apa saja yang akan dihadapi Pengadilan Agama Unaaha dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya dalam tahun-tahun yang akan datang, dan
langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mengatasi potensi permasalahan
tersebut .

Potensi permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dari peristiwa yang pernah
terjadi pada tahun sebelumnya, maupun hasil analisis potensi permasalahan dengan

menggunakan analisis SWOT.

A. Konteks Organisasi

Konteks Organisasi adalah “lingkungan bisnis” yaitu kombinasi faktor dan
kondisi internal dan eksternal yang dapat memiliki efek pada pendekatan
organisasi untuk produk, jasa, investasi dan layanan sertan pihak-pihak yang
berkepentingan (Interested Party).
Jika dikaitkan konteks organisasi dalam manajemen atau pengelolaan sebuah
organisasi, maka isu-isu yang dapat mempengaruhi kinerja instansi Pengadilan
Agama Unaaha, dapat diuraikan sebagai berikut;
I.  Isulnternal

Kekuatan (strength)

- Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas

- Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku)

- Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan

- Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) dan reviu SOP berkala

- Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) usia produktif

- AdanyaKode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim dan Pengawasan internal

- Adanya Job description dan SK Penunjukan

- Adanya Renstra atau Program Tahunan

- Kekompakan dan Komitmen Manajemen

- Telah diterapkannya program Akreditasi Penjaminan Mutu dan Zona

Integritas

- Adanya tunjangan kinerja aparat Pengadilan

Kelemahan (weaknesses)
- Belum semua perkara dapat terselesaikan pada tahun berjalan

(tunggakan/sisa perkara)
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- Perbedaan pandangan Hakim dalam memahami Kompilasi Hukum
Islam (KHI) maupun sumber hukum lainnya

- Kurangnya komitmen pimpinan dan bawahan dalam menindaklanjuti
setiap permasalahan dalam Manajemen/ 1SO

- Kurangnya kesadaran aparat/pejabat dalam batasan jabatan yang
diberikan/tugas

- Kurangnya disiplin dalam melaksanakan tugas

- Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas

- Belum optimalnya pelaksanaan SOP

- Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang kepaniteraan dan
kesekretariatan, termasuk tenaga fungsional

- Kurangnya kegiatan pelatihan / pengembangan SDM Kepaniteraan dan
Kesekretariatan

- Kurangnya Anggaran APBN untuk menjalan kegiatan organisasi

lIl.  IsuEkternal

Peluang (opportunities)

- Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

- Perkembangan berbagai aplikasi berbasis Teknologi Informasi

- Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan

- Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan Biaya Panjar Perkara

- Kerjasama dengan lembaga/SLB untuk mengakomodir kebutuhan
pihak yang difabel

- Kerjasama dengan LAPAS untuk mengakomodir pelasanaan sidang
secara virtual bagi pihak yang sementara menjalani masa penahanan

- Kerjasama dengan Kemenag dan Dukcapil tingkat Kabupaten terkait
integrasi data status perkwainan

- Peluang penggunaan Mobile Court (untuk sidang Keliling)

- Peluang penggunaan Mesin EDC Bank (Kartu ATM)

- Perubahan paradigma secara nasional bahwa lembaga / organisasi

adalah organisasi publik / pelayanan

Ancaman (threats)
- Luasnya Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama

- Meningkatnya volume perkara
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- Tidak semua eksekusi putusan pengadilan dapat dilaksanakan

- Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum
negara

- Meningkatnya pernikahan usia dini

- KUA tidak memberikan penolakan untuk pelaku pernikahan usia dini

- Perkara cerai (PNS, Polri dan TNI) belum memperoleh surat ijin atasan

- Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar
biaya perkara, sita atau eksekusi

- Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian kurang terjangkau
oleh masyakat pencari keadilan

- Adanya pembatasan dana perkara prodeo, siding keliling dan pos
layanan bantuan hukum

- Pola mutasi Hakim dan Pegawai diluar kewenangan organisasi

- Koneksi internet yang tidak stabil

- Tidak semua masyarakat memiliki dan dapat mengunakan sarana
Teknologi Informasi

- Sering terjadinya pemadaman listrik dan kebutuhan air bersih

- Transportasi antar wilayah kabupaten tidak lancar

- Kurangnya sarana dan prasarana di bagian Kesekretariatan dan
Kepaniteraan, dan pendukung layanan pengadilan

- Kegagalan hasil mediasi para pihak

- Pemanggilan para pihak berulang atau tidak patut

B. Permasalahan Utama
Reformasi peradilan menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi

hukum. Tanpa kepastian dan keadilan hukum, tidak akan ada perlindungan
hukum bagi warga negara. Ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi
Pengadilan Agama Unaaha. Permasalahan tersebut dapat di inventarisir meliputi
6 aspek strategis, yaitu :
* Proses Peradilan,
= Akses Pengadilan,
= Sumber Daya Manusia,
= Pengawasan dan Pembinaan,
= Manajemen peradilan, dan;

= Sarana prasarana, aset, keuangan serta kinerja organisasi.
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Identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:

a) Proses Peradilan

Berikut ini permasalahan yang dihadapi terkait aspek proses peradilan:

Permasalahan

Tantangan

Potensi

Tunggakan perkara tahun
sebelumnya tidak dapat
dihindari

Peningkatan
tingkat
penyelesain
perkara

Pola distribusi perkara
sesuai kompetensi;
Konsistensi
pelaksanaan SOP

Biaya berperkara cukup besar,
terutama untuk para pihak
yang radius panggilannya jauh
dari pengadilan

Penyederhanaan
proses dan biaya
perkara

Masih menjadi
rumusan kebijakan
MARI dengan konsep
small claim court RUU
Hukum Acara perdata
dalam Prolegnas;
Membangun kerja
sama dengan pihak
terkait dalam
penyusunan biaya
radius panggilan;
Kebijakan program
pembebasan perkara
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan;

Penyelesaian perkara yang
berlarut-larut sehingga
berpotensi terjadi
penumpukan perkara

Penyelesaian
perkara kurang
dari 5 bulan

Menjadi arah kebijakan
MARI dalam blueprint,;
Penyempurnaan SOP
penanganan perkara;
Konsistensi
pelaksanaan SOP;

Tingkat keberhasilan mediasi
di Pengadilan masih rendah,
pelaksanaan mediasi tidak
efektif di pengadilan agama

Peningkatan
keberhasilan
proses mediasi

Penyelesaian non
litigasi bantuan hukum
dan UU Nomor 16
tahun 2011;

Adanya lembaga
mediasi diluar
pengadilan;
Pengembangan
kemampuan SDM dan
jumlah hakim
mediator;

Beberapa faktor penyebab pelaksanaan mediasi yang tidak efektif:

Jenis perkara perceraian sangat sulit diselesaikan melalui proses mediasi,

umumnya konflik para pihak telah memuncak dan tidak dapat didamaikan

lagi;

- Pelaksanaan mediasi belum maksimal dilaksanakan;

Faktor penghambat keberhasilan mediasi di pengadilan:
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- Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi dan memperoleh

sertifikat mediator, sehingga pemahaman tentang pelaksanaan mediasi
belum seragam;

- Keterbatasan Jumlah hakim sehingga lebih fokus untuk menyelesaikan
perkara secara litigasi;

- Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan
penyelesaian perkara melalui mediasi;

- Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan
berimbas pada financial fee yang mereka dapatkan dari klien;

- Sebagian hakim masih memandang mediasi sebagai penambahan beban
pekerjaan mereka dalam memutus perkara;

- Adanya keengganan hakim untuk mengoptimalkan mediasi karena

ketiadaan sistem rewards and punishments dalam pelaksanaan mediasi.

b) Akses Pengadilan
Permasalahan terkait aspek akses terhadap layanan pengadilan,
terutama bagi masyarakat miskin dan terpingirkan, atau masyarakat yang

memilki lokasi tempat tinggal jauh dari Pengadilan antara lain:

No Permasalahan Tantangan Potensi
1 | Pembatasan anggaran Peningkatan - PermaNo 1 tahun
pembebasan biaya perkara | efektifiktas 2014 tentang
bagi masyarakat miskin pelaksanaan pemberian bantuan
dan terpinggirkan pembebasan biaya hukum bagi
perkara (prodeo) masyarakat tidak
mampu;
- UU Nomor 16 tahun

2011 tentang
bantuan hukum
yang dilaksanakan
oleh Badan
Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN)

2 | Pelaksanaan sidang - Peningkatan - Perma1 tahun
keliling/zitting plaats efektifitas 2014;
masih belum mampu pelaksanaan - Membangun kerja
memenuhi permintaan sidang diluar sama dengan
masyarakat gedung; pihak-pihak terkait
- Peningkatan
kesadaran

masyarakat akan
identitas hukum;

- Peningkatan
hubungan,
koordinasi dan
kerja sama dengan
instansi terkait
lainnya;
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melalui sidang diluar
gedung berpotensi
menyebabkan
penumpukan peyelesaian
perkara reguler

yang diselesaikan
melalui kegiatan
sidang diluar gedung;

Belum ada sarana tempat Pengadaan sarana Kebijakan terkait
sidang keliling/ zitting zitting plaats anggaran / sarana
plaats milik pengadilan didaerah yang prasarana

didaerah yang lokasinya lokasinya jauh dari

jauh pengadilan;

Pelaksanaan kegiatan Percepatan Jadwal pelaksanaan
penyelesaian perkara penyelesaian perkara kegiatan

Pelaksanaan layanan
posbakum yang berpotensi

Peningkatan
efektifitas

Perma 1 tahun
2014,UUNo 16

pengadilan, belum
terdapat atau terprogram
pada pada instansi lain
yang terkait

dengan instansi
terkait lainnya;

tidak efektif dan belum pelaksanaan layanan tahun 2011
mampu memenuhi posbakum;

permintaan masyarakat,

karena pembatasan jam

layanan dan anggaran

Pelaksanaan layanan Pelaksanaan layanan Adanya fungsi
posbakum yang berpotensi | posbakum sesuai arah pengawasan
ada interest atau dan kebijakan

kepentingan lain dari Mahkamah Agung;

advokat/pelaksana

layanan

Pelaksanaan kegiatan pro Peningkatan Kebijakan
masyarakat miskin dan hubungan, koordinasi pemerintah pusat
terpinggirkan di dan kerja sama dan daerah

Target jumlah masyarakat
miskin dan terpinggirkan
yang perlu mendapatkan
akses layanan pengadilan
masih jauh dari kebutuhan
masyarakat;

Peningkatan volume
target masyarakat
yang perlu
mendapatkan layanan
pengadilan

Kebijakan nasional;
Adanya publikasi
data statistik BPS
setempat;

Berkaitan dengan akses pengadilan,

dengan wilayah yursidiksi

Pengadilan Agama Unaaha yang cukup luas, permasalahan yang dihadapi:

- Belum semua masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi

- Program penyediaan anggaran untuk perkara prodeo masih sangat minim

- Hingga tahun 2021 program pelayanan pos bantuan hukum belum dapat
dilaksanakan selama satu tahun penuh karena minimnya target jam
layanan dan anggaran,

- Pelayanan sidang diluar gedung / pelayanan terpadu belum dapat
dilaksanakan diseluruh tempat yang aksesnya jauh dari Pengadilan

Agama Unaaha.
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Permasalahan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia:

No Permasalahan Tantangan Potensi
1 | Keterbatasan jumlah Optimalisasi tenaga/ Kebijakan nasional
personil PNS/Hakim baik SDMyang ada;
tenaga teknis non teknis,
maupun tenaga non PNS
2 | Masih banyak pegawai Optimalisasi tenaga/ Kebijakan nasional
rangkap tugas (overlap) SDM yang ada;
karena keterbatasan SDM
3 | Penempatan/Pengusulan | Penguatan SDM Adanya fungsi
Sumber Daya Manusia dengan pola promosi Baperjakat;
belum menggunakan dan mutasi sesuai UU No 5 Tahun
mekanisme seleksi yang kompetensi dan 2014 Tentang
menekankan pada parameter objektif; Aparatur Sipil
kompetensi dan parameter Negara
objektif
4 | Tidak meratanya beban Pembagian tugas (job Peningkatan kinerja
kerja pegawai; description) pegawai dengan
berdasarkan pola reward &
kompetensi dan punishment,
pengolahan analisa
beban kerja
5 | Tidak seragamnya Peningkatan kualitas Fungsi komunikasi
pengetahuan dan SDM melalui dan pembinaan
pemahaman akan tugas pendidikan dan atasan;
pokok dan kebijakan- pelatihan, bimbingan Internalisasi SOP;
kebijakan peradilan; teknis, sosialisasi dan
DDTK;
6 | Masih banyak pejabat Peningkatan kualitas Adanya lembaga
teknis maupun non teknis SDM melalui Pusdiklat MARI;

yang belum memiliki
sertifikasi keahlian atau
Diklat penjejangan karir

sertifikasi keahlian
serta pendidikan dan
pelatihan
penjejangan;

Adanya e-Diklat;
Pengusulan less
paper melalui
Aplikasi SIKEP

Pengawasan dan Pembinaan

Permasalahan yang berkaitan dengan aspek pengawasan:

No Permasalahan Tantangan Potensi

1 | Aparatur pengadilanyang | Peningkatan Konsistensi SOP;
kurang disiplin dalam kedisplinan pegawai Adanya penilaian
melaksanakan tugas kinerja pegawai

melalui SKP;

2 | Potensipelanggaran Peningkatan Fungsi pengawasan;
disiplin dan kode etik, kedisplinan pegawai Peningkatan kinerja
penyahgunaan wewenang pegawai dengan pola
yang dilakukan aparatur reward &
pengadilan punishment;

3 | Kurang efektifnya fungsi Peningkatan fungsi UU No 5 Tahun 2014
Pengawasan dan pengawasan atasan Tentang Aparatur
pembinaan atasan secara berjenjang Sipil Negara
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4 | Kurang efektifnya Peningkatan fungsi - SKPengawasan;
pelaksanaan Pengawasan | Hakim Pengawas - Jadwal Pengawasan
oleh Hakim Pengawas

5 | Kurangnya pengetahuan - Peningkatan - KMARINomor
masyarakat terhadap fungsi meja 076/KMA/SK/VI/
mekanisme pengaduan Pengaduan; 2009;
kinerja aparatur - Pemberian - Pengawasan
pengadilan informasi seluas- masyarakat melalui

luasnya kepada Pengaduan dan
masyarakat blowing sistem

e) Manajemen Peradilan dan Penanganan Perkara

Sebagai pengadilan tingkat pertama dalam institusi Mahkamah Agung
RI, Pengadilan Agama Unaaha tidak memiliki kewenangan mebuat kebijakan
baru tentang tata kelola lembaga peradilan. Yang dilakukan adalah
mengimplementasikan kebijakan pusat serta membuat inovasi-inovasi
dilingkungan satuan kerja dalam rangka mendukung kebijakan Mahkamah
Agung tersebut.

Perbaikan dan peningkatan manajemen peradilan dilakukan
Mahkamah Agung ditandai reformasi birokrasi dilingkungan Mahkamah
Agung dan lembaga peradilan dibawahnya, dalam rangka mewujudkan tata
kelola lembaga pemerintahan modern (good governance) dan berorientasi
pelayanan publik (public service)

Sekalipun demikian dalam pelaksanaanya ditingkat satuan kerja
ditemui beberapa potensi permasalahan yang berkaitan dengan manajemen

peradilan, antara lain:

No Permasalahan Tantangan Potensi
1 | Manajemen adminitrasi perkara Pelaksanaan - PolaBindalmin;
belum terintegrasi sepenuhnya administrasi - Aplikasi berbasis IT
dengan manajemen berbasis perkara seperti Aplikasi SIPP
Teknologi Informasi, register dilakukan
perkara dan instrumen-instrumen | secara manual
perkara, pengelolaan keuangan dan elektronik

perkara termasuk pelaporan
perkara masih memerlukan
pencatatan secara manual

2 | Pemanggilan para pihak yang -
berada diluar wilayah hukum
masih mengalami keterlambatan

3 | Penyelesaian perkara yang Penyelesaian - Menjadi arah
berlarut-larut sehingga perkara kurang kebijakan MARI
berpotensi terjadi penumpukan dari 5 bulan dalam blueprint;
perkara
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- Penyempurnaan
SOP penanganan
perkara;

- Konsistensi
pelaksanaan SOP;

4 | Pengelolaan arsip perkara belum -
terintegrasi dengan pengelolaan
arsip non perkara

5 | Informasi perkara yang disajikan -
kepada publik, baik register
perkara maupun putusan
pengadilan melalui website atau
direktori putusan berpotensi tidak
sama atau tidak sinkron dengan
data fisik

6 | Tingkat kepatuhan masyarakat -
dalam melaksanakan putusan
pengadilan masih belum
sepenuhnya terrealisasi

7 | Tingkat kepercayaan publik Peningkatan - Program sertifikasi
terhadap pengadilan secara kualitas manajemen mutu
umum masih rendah pelayanan ISO;

pengadilan, - Program akreditasi
terutama pengadilan;
pelayanan

yang berkaitan

langsung

dengan

masyarakat

8 | Tidak seragamnya pemahaman -
pejabat di unit unit kerja
Kapaniteraan dan Kesekretariatan
terhadap kewenangan dan tugas
pokoknya

Kebijakan Mahkamah Agung Pengelolaan administrasi perkara yang
menerapkan sistem administrasi manual dan komputerisasi atau manajemen
perkara berbasis Teknologi Informasi masih belum maksimal
diimplemantasikan di lingkungan Pengadilan.

- Penggunaan blangko atau register secara manual (penulisan dengan
tangan) yang merupakan bagian dari pola Bindalmin, memerlukan tenaga
penulis register yang memadai.

- Tunggakan / sisa perkara yang tidak dapat dihindari, terutama untuk
perkara yang masuk dan diregister pada akhir tahun berjalan, perkara

ghaib dan perkara yang salah satu atau kedua-duanyanya adalah PNS.

f) Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja Organisasi
- Belum tersedianya jumlah anggaran operasional dan non operasional

sesuai standar biaya;
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Permasalahan

Tantangan

Potensi

Pembatasan alokasi pagu
anggaran operasional dan non
operasional

Peningkatan kinerja
anggaran dan realisasi
output

Kebijakan nasional;

Kurangnya sarana dan
prasarana penunjang
pelaksanaan tugas pokok

Pengusulan sarana
dan prasarna sesuai
kebutuhan prioritas

Kebijakan nasional;

Tidak terpenuhinya target
rencana kerja jangka pendek,
menengah dan panjang
Pengadilan terhadap
anggaran yang ditetapkan
menjadi DIPA

Pengusulan sarana
dan prasarna sesuai
kebutuhan prioritas

Kebijakan nasional;

Potensi kurangnya pencapaian
output kinerja dan serapan
anggaran

Peningkatan
pengelolaan kinerja
dan anggaran

Perencanaan
pelaksanaan
kegiatan dan
penarikan anggaran

Sering terjadinya kendala-
kendala teknis dalam
operasional sarana prasarana,
seperti padamnya listrik,
putusnya koneksi telepon dan
internet, dan lain-lain

Membangun
koordinasi dengan
pihak ekternal
penyediajasa /
layanan;

Koordinasi
penyedia;
Alternatif
penggunaan sarana
lain;

C. Matrik Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan
untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang
(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi
bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths,
weaknesses, opportunities & threats). SWOT akan lebih baik dibahas dengan
menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar, sehingga dapat dianalisis
dengan baik hubungan dari setiap aspek.

Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis
atau kegiatan dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang
mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT
dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang
mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar
matrik SWOT, di mana aplikasinya adalah :

1. bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan
(advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, dikenal dengan strategi
S-0;

2. bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah
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dengan strategi W-0;

3. selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman
(threats) yang ada, dikenal dengan strategi S-T;

4. dan terakhir adalah terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan
(weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau

menciptakan sebuah ancaman baru, dikenal dengan strategi W-T.

Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan SWOT yaitu, kualitatif
matrik SWOT (8 kotak) dan Diagram analisis SWOT. Terkait hasil identifikasi internal
issu dan external issu dalam formulir diatas, jika digambarkan menggunakan

pendekatan kualitatif matrik SWOT, maka tabelnya sebagai berikut:

Faktor - internal
(internal issu)

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)

Faktor external
(external issu)

Peluang (Opportunities) | StrategiS-0: Strategi W-0:

- Melaksanakan proses - Meningkatkan
peradilan yang pasti, efektifitas pengelolaan
transparan dan perkara;
akuntabel; - Meningkatkan

pelaksanaan

pengawasan kinerja
aparat peradilan secara
optimal;

- Meningkatkan
pengelolaan SDM
lembaga peradilan
berdasarkan parameter
objektif;

- Meningkatkan
pengelolaan manajerial
lembaga peradilan
secara akuntabel,
efektif dan efesien;

Ancaman (Threats) Strategi S-T: Strategi W-T:
Meningkatkan - Meningkatkan akses
kepatuhan terhadap peradilan bagi
putusan pengadilan; masyarakat

terpinggirkan;
- Melaksanakan
pengelolaan SDM,

Keuangan dan Aset;
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Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Unaaha, yang diselaraskan
dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Pengadilan Agama Unaaha yang
merupakan penerjemahan arah Cetak Biru Mahkamah Agung Rl 2010-2035 dan arah
kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Il (2020-2024) sebagai dasar
acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta

tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaha ini pada hakekatnya merupakan
pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk
meningkatkan kinerja serta cara pencapainannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan,
penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan
terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan
kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim

investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan
tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi
merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan

dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Agama Unaaha

Adapun visi Pengadilan Agama Unaaha yang akan menjadi pandangan dan arah
ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai
sasaran atau target yang ditetapkan adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA UNAAHA YANG AGUNG”
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Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang

merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan

fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar

1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Visi terwujudnya Pengadilan Agama Unaaha yang Agung bercirikan :

Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan
berkeadilan.

Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara
proporsional dalam APBN.

Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas
dan terukur.

Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang
sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang
aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan
kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan
profesional.

Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan
jalannya peradilan.

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan
transparansi.

Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis Tl terpadu.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Unaaha menetapkan misi

yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Unaaha, yaitu:
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Menjaga kemandirian badan peradilan
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Penjelasan ke-empat misi tersebut sebagai berikut:

1) Menjaga kemandirian badan peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta
kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata
kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan
secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara
dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah
kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk
menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana
tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman
PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146
tanggal 13 Desember 1985.

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya
penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan
atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan
MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan
peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar
tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman vyang
diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian
pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung
dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini
untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga
mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian
individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan
pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk
menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan

kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah
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3)

hukum yang berkembang.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang
dilakukan lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung vyaitu
mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh
keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan
pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan
adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu
nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak
lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami
sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka
menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan
menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh lembaga Mahkamah Agung, selain
menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan vyang dapat
dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan
administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh
adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian

salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan
kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran
pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan
juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan
manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan
bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang
dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan
peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain,
pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-
yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung

menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan
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dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan

non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting
untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan.
Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem
pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,
adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun
kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.
Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan
mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan
diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman
yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi,
pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil,
hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja
secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan
sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran
layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi
informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka
layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai
dengan keharusan menggunakan berbagai aplikasi, diantaranya aplikasi
Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara
online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan
adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan one day
publish.

Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan
aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi
Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi
Sistem Tata Persuratan (e- Office), aplikasi Sistem Manajemen Pembelajaran
(LearningManagement System), aplikasi Sistem Pengelolaan Jurnal (Open
Journal System).

Selain berbagai aplikasi terpusat dari Mahkamah Agung, Pengadilan
Agama Unaaha juga terus melakukan dan mengembangkan berbagai inovasi

pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi.
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2.2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan
visi dan misi diatas.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dikemukakan sebelumnya,
maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah
dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun. Pengadilan Agama Unaaha berusaha mengidentifikasi apa yang akan
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam
memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan
memungkinkan lembaga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai
mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan

b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Unaaha

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja
No Tujuan Indikator Kinerja Target

Terwujudnya kepercayaan | Persentase perkara yang diselesaikan 90%
publik atas layanan | tepat waktu
peradilan Persentase perkara yang diselesaikan 80%

melalui pembebasan biaya/prodeo

Persentase perkara yang diselesaikan 80%

melalui sidang keliling/zitting plaats baik
di dalam negeri maupun di luar negeri

Persentase perkara yang terlayani 100%
melalui posyankum
Persentase perkara permohonan 100%
(voluntair) indentitas hukum
Persentase kepuasan para pencari 80%
keadilan terhadap layanan peradilan
Persentase satuan kerja yang telah 100%
memiliki sertifikasi Akreditasi
Terwujudnya  dukungan | Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis 53.450
pelaksanaan tugas | Peradilan.
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Mahkamah Agung Jumlah pembinaan aparatur non teknis 83.250
peradilan
Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja 3.080
aparat peradilan secara optimal
Persentase tranparansi pengelolaan SDM, 100 %
Keuangan dan Aset.

2.3.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN
Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan
Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran
strategis yang juga di adopsi Pengadilan Agama Unaaha, sebagai berikut :

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator
Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja
Mahkamah Agung sebagai lembaga puncak Pengadilan Agama Unaaha.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan
Sasaran Strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, Sasaran dan Indikator
Kinerja Utama dengan digambarkan dalam Matrik Rencana Strategis Kinerja.

Pengadilan Agama Unaaha telah menetapkan Kinerja Utama dan Indikator
Kinerja dalam dokumen perencanaan ini, yang selaras dan mengacu pada Surat
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 237A/SEK/SK/V/2020 tentang
Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, yang juga
menjadi dasar penetapan IKU RPJM Tahap ke IV saat in yang kemudian diubah melalui
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 120/KMA/SK/V1/2021 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Mahmakah Agung RI, didalamnya memuat indikator
sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

Kinerja Utama Indikator Kinerja Target

Terwujudnya Peradilan yang a. 99%
Pasti, transparan dan

Akuntabel b.

Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu.

Persentase putusan yang menggunakan
pendekatan keadilan restoratif di
Mahkamah Agung.

n/a
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c. Persentase Perkara yang tidak 99%
mengajukan Upaya Hukum: Banding,
Kasasi dan PK.

d. Persentase perkara anak yang n/a
diselesaikan dengan diversi.

e. Index persepsi pencari keadilan yang puas 85%
terhadap layanan peradilan.
2 | Peningkatan Efektifitas a. Persentase Salinan putusan yang telah n/a
Pengelolaan Penyelesaian diminutasi/dikirimkan ke Pengadilan
Perkara Pengaju.
b. Persentase Salinan putusan yang dikirim 100%
ke para pihak tepat waktu.
c. Persentase Perkara yang diselesaikan 3,6%
melalui mediasi.
3 | Meningkatnya Akses a. Persentase perkara prodeo yang 100%
Peradilan Bagi Masyarakat diselesaikan
Miskin Dan Terpinggirkan b. Persentase perkara yang diselesaikan di 100%

luar gedung Pengadilan.

c. Persentase perkara permohonan 100%
(Voluntair) Identitas Hukum

d. Persentase pencari keadilan golongan 100%
tertentu yg mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)

4 | Meningkatnya kepatuhan a. Persentase putusan perkara perdata dan 100%
terhadap putusan pengadilan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Target indikator kinerja yang akan dicapai pada akhir periode RPJM lll tahun
2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penjelasan Indikator Kinerja Utama

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Penjelasan
1 Terwujudnya a Persentase perkara Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan
Peradilan yang yang diselesaikan tepat waktu terhadap total jumlah perkara yang
Pasti, tepat waktu diselesaikan
transparan dan
Akuntabel

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu

x100 %

Jumlah Perkara yang diselesaikan

b Persentase putusan n/a
yang menggunakan
pendekatan keadilan
restoratif di
Mahkamah Agung
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Persentase Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum: Banding,
Kasasi dan PK

Perbandingan jumlah perkara putus yang tidak

mengajukan upaya hukum terhadap jumlah
perkara putus seluruhnya
Jumlah Perkara yang tdk mengajukan upaya hukum
g d x100%

Jumlah Perkara yang diPutus

Persentase perkara
anak yang
diselesaikan dengan
diversi

n/a

Index responden
pencari keadilan
yang puas terhadap
layanan peradilan

Nilai index kepuasan masyarakat (Permenpan RB
Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman Survey
Kepuasan Masyarakat) persepsi minimal 3,6 dan
nilai konversi IKM harus >=80

2 | Peningkatan

Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase Salinan
putusan yang telah
diminutasi/dikirimka
n ke Pengadilan
Pengaju Tepat Waktu

n/a

Persentase Salinan
putusan yang dikirim
ke para pihak Tepat
Waktu

Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu

x100%

Jumlah Putusan

Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim
kepada para pihak terhadap jumlah putusan,
sesuai SEMA No. 4 tahun 2014

Catatan:
Jumlah putusan adalah jumlah perkara minutasi
yang sudah diputus/dikirimkan

Persentase Perkara
yang diselesaikan
melalui mediasi

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui medias

x100%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Perbandingan antara jumlah perkara yang
diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah
perkara yang dilakukan mediasi, sesuai Perma
Nomor 1 tahun 2016

3 | Meningkatnya

Akses Peradilan
Bagi
Masyarakat
Miskin Dan
Terpinggirkan

Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan

Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan

x 100%

Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo

Perbandingan jumlah perkara prodeo yang
diselesaikan terhadap jumlah total perkara yang
diajukan secara prodeo, PERMA 1 tahun 2014
tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi
masyarakat tidak mampu

Persentase perkara
yang diselesaikan di
luar gedung
Pengadilan.

Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

1009

Jml perkara yg diajukan diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan
melalui sidang diluar gedung terhadap jumlah total
perkara sidang diluar gedung, PERMA 1 tahun 2014

S
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¢ Persentase perkara ‘ Jumlah Perkara voluntair identitas hukum yg diselesaikan 0
permohonan Jumlah Perkara voluntair identitas hukum yg diajukan x 100%
(Voluntair) Identitas
Hukum
Perbandingan jumlah perkara voluntair yang
diselesaikan terhadap jumlah total perkara
voluntair, PERMA 1 tahun 2015, SEMA 3 tahun
2014, identitas hukum yaitu anak atau orang yang
status hukmnya tidak jelas, sidang terpadu yaitu
sidang melibatkan Pengadilan, Kemenag dan Capil
d Persentase pencari Jml Pencari Keadilan Golongan tertentu yang
keadilan go[ongan mendapatkan layanan bantuan hukum x 100%
tertentu yg Jml permohonan layanan hukum
mendapat layanan
bantuan hukum Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan
(Posbakum) tertentu yang mendapatkan layanan bantuan
hukum terhadap total jumlah permohonan layanan
hukum, sesuai PERMA 1 tahun 2014, golongan
tertentu  yaitu masyarakat miskin  dan
terpinggirkan (marginal)
q Meningkatnya a Persentase putusan Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT
kepatuhan perkara perdata dan yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan
terhadap TUN yang jumlah perkara yang berhasil dieksekusi x100%
putusan ditindaklanjuti Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT
pengadilan (dieksekusi)
Perbandingan perkara berkekuatan hukum yang
dieksekusi terdapat jumlah total perkara
berkekuatan hukum tetap

2.4. Indikator Kinerja berdasarkan prinsip SMART
Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja, maka diperlukan nilai

Indikator Kinerja, dengan membandingkan realisasi atas target yang ditetapkan.

Penyusunan Indikator Kinerja dan penentuan target berdasarkan prinsip SMART,

yang merupakan singkatan dari kata Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, dan

Time-bound.

Specific : sasaran kinerja harus bersifat spesifik. Artinya harus secara rinci dan detil
menggambarkan apa yang ingin kita raih. Sebagai misal, ketika hendak
meningkatkan penjualan, kita mencantumkan secara spesifik jenis produk
apa saja yang akan ditingkatkan penjualannya, pada wilayah apa saja, dan
dalam satuan apa kenaikan terjadi (dalam volume atau persentase).

Measurable : terukur. Sasaran kinerja yang kita susun dapat diukur. Ukuran yang
dicantumkan bisa berupa volume, rupiah, persentase, atau angka nominal.
Konsep measurable ini juga sejalan dengan metode penentuan key
performance indicators (KPI). Artinya setiap jenis tugas seharusnya memiliki

indikator kinerja yang terukur (atau paramater yang terukur).
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sumber daya yang tersedia. Aspek yang ketiga ini amat berkaitan dengan

proses penetapan target. Selain melihat kesiapan sumber daya yang

dimiliki, penetapan target ini lazimnya dilakukan dengan melihat pada tiga

jenis data, yaitu:

- data kinerja tiga tahun terakhir (atau disebut juga sebagai historical
performance), atau;

- membandingkan dengan kinerja organisasi yang sama di negara / tepat
lain (atau disebut juga bechmark data), atau;

- merujuk pada kondisi makro dan prospek pertumbuhan aktual yang
terjadi.

Relevant : sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan
tanggungjawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini meminta kita untuk
menyusun sasaran-sasaran kinerja yang fokus dan relevan dengan tugas
utama pekerjaan, atau tujuan utama unit kerja dimana kita berada.

Time-boundartinya sasaran kinerja yang kita susun memiliki target waktu yangjelas.

Berikut ini penentuan target kinerja berdasarkan realisasi kinerja lalu atau historical
performance sekaligus beberapa tahun terakhir pada RPJM 2014-2019, sekaligus
perbandingan / bechmark data dengn target Mahkamah Agung pada RPJM 2020-

2024;
1) Indikator 1. a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Tabel. 2.4
Perbandingan penyelesaian perkara tepat waktu beberapa tahun sebelumnya
. Kenaikan/
Realisasi
Jumlah : Penurunan
Tahun Perkara Pu:)l:]sla;' J Pu“:j;' J T?,f/g)et Ca(e/a;an Capaian dari
Putus ) . . tahun sebelum
nya
1 2 3 4 5 6 (4/5) 7 (Tn-(Tn-1))
2015 372 365 98,11 95 103,27 n/a
2016 817 816 99,49 95 105,14 +1,87
2017 470 470 99.36 90 1104 +5,26
2018 582 575 98,82 90 109,57 -0,83
2019 699 677 99,70 90 110.77 +1.2
2020 855 855 100 90 111,11 +0,34
2021 871 871 100 90 111,11 +0
Rata-rata 99,25

Tergambar realiasasi (kolom 4) pada rentang 98,11 hingga 100, maka relevan jika di

tetapkan untuk target indikator ini adalah 99%. Sedangkan pada RPJM Mahkamah
Agung ditetapkan 100%.
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2) Indikator 1.b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
di Mahkamah Agung.

Pada RPJM Mahkamah Agung ditetapkan 15%, namun untuk Pengadilan

Agama Unaaha tidak dapat ditetapkan atau n/a (not aplicable) karena indikator ini

bukan kewenangan Peradilan Agama.

3) Indikator 1.c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding,
Kasasi dan PK
Pada RPJM Mahkamah Agung ditetapkan 50%, sedangkan untuk Pengadilan

agama Unaaha target indikator ini adalah 99%.

Tabel. 2.5
Perbandingan perkara putus tidak mengajukan upaya hukum beberapa tahun terakhir
Tidak Realisasi Kenaikan/
mengaj tidak : Penurunan
Tahun P;th(:;a ukan mengajukan T?:/?)et Ca(poz;an Capaian dari
uapaya | upaya hukum tahun
hukum (%) sebelum nya
1 2 3 4 5 6 (4/5) 7(Tn-(Tn-1))
2015 372 367 98,65 97 101,70 n/a
2016 817 814 99,63 97 102,71 +1,01
2017 471 469 99,57 81,7 121,87 +19,16
2018 582 580 99,65 90 110,72 -11,15
2019 699 694 99,28 90 110,31 -0,41
2020 855 852 98,95 90 109,94 -0,37
2021 871 866 99,43 95 104,66 -5,28
Rata-rata 99,31

4) Indikator 1.d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
Pada RPJM Mahkamah Agung ditetapkan 25%, namun untuk Pengadilan Agama
Unaaha tidak dapat ditetapkan atau n/a (not aplicable) karena indikator ini

bukan kewenangan Peradilan Agama.

5) Indikator 1.e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan
Tabel. 2.6
Perbandingan hasil survey kepuasan masyarakat beberapa tahun terakhir
Target | Capaian Kenaikan/
Survei Respon (%) (%) Penurunan
Tahun (Keg) den Realisasi IKM Capaian dari
tahun sebelum
nya
1 2 3 4 5 6 (4/5) 7(Tn- (Tn-1))
2015 - - - 75 nfa nfa
2016 1 150 84,60 77 108,46 n/a
2017 1 170 85,44 78 109,53 +1,06
2018 1 170 88,81 82 108,30 -1,22
2019 1 170 85,44 84 101,71 6,9
2020 1 170 86,79 84 103,32 +1,61
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2021 1 142 91,00 84 113,18 +9.86
2021 2 100 92,58 84 119,05 +5,87
Rata-Rata 87,81

Pada RPJM Mahkamah Agung ditetapkan 80%, sedangan untuk Pengadilan agama
Unaaha ditetapkan target indikator ini adalah 85%.

6) Indikator 2.a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu
Pada RPJM Mahkamah Agung ditetapkan 20%, sedangan untuk Pengadilan Agama
Unaaha ditetapkan target indikator ini adalah 100%. Hal ini karena sepanjang
beberapa tahun terakhir realisasi selalu 100%. Dalam hal ini adalah penyampaian
salinan putusan ke para pihak atau kuasanya dan salinan putusan yang dikirim ke

Kantor Urusan Agama.

7) Indikator 2.b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tabel. 2.7
Perbandingan capaian penyelesaian perkara melalui mediasi beberapa tahun terakhir
Jumlah iy Kenaikan/
Perkara | Jumlah erkara perkara | Realisasi Penurunan
Sisa Perkara | P : tdk keberhasi | Target | Capaia . :
Tahun . | berhasil . o 0 Capaian dari
lalu+ | melalui . . .| berhasil lan (%) n (%)
.. | dimediasi | .~ .. 0 tahun
Masuk | mediasi dimediasi (%)
(perkara) sebelum nya
(perkara)

1 2 3 4 5 6 7 | sem | ° (T”1)‘) (Tn-
2014 352 216 3 213 1,388% 6% 23,13 -
2015 380 279 4 275 1,433% 6% 23,83 +0,75
2016 821 255 4 251 1,568% 6% 26,13 +2,25
2017 473 122 5 117 4,09% 5% 81,8 + 55,67
2018 583 49 1 48 2,04% 4% 51 -30,8
2019 670 45 5 40 11,11% 4% 277,51 226,51
2020 855 69 1 68 1,45 4% 36,23 -190,28
2021 871 85 7 78 8,24 35 235,29 +199,06

Rata-rata 3,60%

Pada RPJM Mahkamah Agung ditetapkan 25%, sedangan untuk Pengadilan agama
Unaaha ditetapkan target indikator ini adalah 3,6%.

8) Indikator 3.a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tabel. 2.8
Perbandingan capaian penyelesaian perkara prodeo beberapa tahun terakhir

Realisa Target | Target | Capaia | Kenaikan/
Perkara | Jumlah | Persent i Persent | Persent | n (%) Penurunan

Tahun Sisa Prodeo ase Penyele ase ase Capaian
lalu+ | (perkar | Prodeo saian Prodeo | Penyele dari tahun

Masuk a) (%) 0 (%) saian sebelum

() (%) nya

1 2 3 4(3/2) 5 6 7 8(57) | 9(Tn-(Tn-1))
2014 352 72 20,45 - - - - -
2015 380 9 23,68 100 10,52 90 111,11 -
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2016 821 171 20,82 100 0,60 90 111,11 0
2017 473 52 10,99 100 1,05 100 100 11,11
2018 583 67 11,49 100 4,28 100 100 0
2019 670 78 11,64 100 5,82 100 100 0
2020 855 137 16,02 100 4,56 100 100 0
2021 871 189 21,69 100 12,63 100 100 0
Rata-Rata 16.51 100
Tergambar realiasasi penyelesaian (kolom 5) selalu tuntas diselesaikan atau 100%,
maka relevan jika di tetapkan untuk target indikator ini adalah 100%. Sedangkan
pada RPJM Mahkamah Agung ditetapkan 30%.
9) Indikator 3.b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
Tabel. 2.9
Perbandingan capaian penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung beberapa tahun
terakhir
Target | Target | Capaia | Kenaikan/
Perkara | Jumlah Realisas | Persen | Persent | n(%) | Penurunan
. Jumlah .
Sisa Perkara . penyele tase ase Capaian
Tahun . sidkel : .
lalu + sidkel (%) saian Perkar | Penyele dari tahun
Masuk | (perkara) ° (%) a (%) saian sebelum
(%) nya
1 2 3 4(32) 5 6 7 8(74//67))& 9(-1Tn)-Tn
2014 352 107 30,39% - 20% - 151,95
2015 380 80 21,05% - 20% - 105,25 -46,7
2016 821 519 63,21% - 20% - 316,05 +210,8
2017 473 174 36,78% 100% - 90% 111,11 -
2018 583 204 34,99% 100% - 90% 111,11 0
2019 670 181 27,01% 100% - 90% 111,11 0
2020 855 160 18,71% 100% 100% 100 11,11
2021 871 230 26,41 100% 100% 100 0
Rata-rata 36,57% 100%
Pada RPJM Mahkamah Agung ditetapkan 100%, begitu pula Pengadilan Agama
Unaaha menetapkan target indikator ini adalah 100%.
10) Indikator 3.c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
Tabel. 2.10
Perbandingan penyelesaian perkara voluntair beberapa tahun terakhir
Jumlah Jumlah Jumlah Target | Capaian Kenaikan/
ermint perminta | perminta | Reali sasi (%) (%) Penurunan
Tahun P aan an an tidak pene Capaian
(perkar dikabul dikabul tapan dari tahun
P 2) kan kan (%) sebelum
(perkara) | (perkara) nya
1 2 3 4 5(3/2) 6 7(56) | 8 (T;’)')(T"'
2014 110 73 37 66,36 99 67,03 n/a
2015 74 69 5 93,24 100 94,18 +27,15
2016 346 338 8 97,68 100 98,66 +4,48
2017 193 193 0 100 100 100 +1,34
2018 248 248 0 100 100 100 +0
2019 255 255 0 100 100 100 +0
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2020 432 432 0 100 100 100 +0

2021 390 390 0 100 100 100 +0

Pada RPJM Mahkamah Agung ditetapkan 100%, begitu pula Pengadilan Agama
Unaaha menetapkan target indikator ini adalah 100%. Sebagaimana trend

relaisasi 3 tahun terakhir

11) Indikator 3.d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan

bantuan hukum (Posbakum)

Tabel. 2.11
Perbandingan penyelesaian para pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan
hukum (posbakum) beberapa tahun terkahir

Tahun | Jumlah | Jumlah Jumlah | Realisasi | Target | Capaian Kenaikan/
permint | perminta | perminta pene (%) (%) Penurunan
aan an an tidak tapan Capaian
(perkar | dilayani dilayani (%) dari tahun
a) (perkara) | (perkara) sebelum
nya
1 2 3 4 5(3/2) 6 7(56) | © (T;’)')(T"'
2015 n/a n/a n/a n/a 100 n/a n/a
2016 n/a n/a n/a n/a 100 n/a n/a
2017 n/a n/a n/a n/a 100 n/a n/a
2018 43 43 0 100 100 100 n/a
2019 44 44 0 100 100 100 0
2020 46 46 0 100 100 100 0
2021 291 291 0 100 100 100 0

Pada RPJM Mahkamah Agung ditetapkan 100%, begitu pula Pengadilan Agama
Unaaha menetapkan target indikator ini adalah 100%. Sebagaimana trend
realisasi 3 tahun terakhir (2018 s/d 2020). Pelayanan Pos Bantuan Hukum di

Pengadilan Agama Unaaha baru di tersedia sejak tahun 2018.

12) Indikator 4.a. Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)
Pada RPJM Mahkamah Agung ditetapkan 70%, sedangan untuk Pengadilan Agama
Unaaha ditetapkan target indikator ini adalah 100%. Walaupun tidak pernah ada
perkara eksekusi sejak 2015 s/d 2020, namun target indikator ini direncanakan
100%, ketika ada perkara tersebut maka kewajiban untuk melaksanakan eksekusi

harus dilaksanakan.

Tabel. 2.12
Perbandingan Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) beberapa
tahun terakhir

Renstra 2020-2024 Reviu Tahun 2021



e PENGADILAN AGAMA UNAAHA )Y RN
¢ Profesional

<AGH
< D
& ' 7.
< /
z @ E
S

Ekseku Jumlah Target | Capaian | Kenaikan/
Jumlah si . Jumlah | Realisasi (%) (%) Penurunan
T Putus terlaksa L] Gagal pene Capaian dari
ahun an .
BHT na . | eksekusi tapan tahun
(perkara) | (perkar ] (perkara) (%) sebelum nya
2) (perkara)

1 2 3 4 5 (4/3) 6 7 (5/6) 8 9 (Tn-(Tn-1))
2015 372 NIHIL NIHIL NIHIL n/a 100 100 n/a
2016 806 NIHIL NIHIL NIHIL n/a 100 100 +0
2017 470 NIHIL NIHIL NIHIL n/a 100 100 +0
2018 580 NIHIL NIHIL NIHIL n/a 100 100 +0
2019 699 NIHIL NIHIL NIHIL n/a 100 100 +0
2020 855 NIHIL NIHIL NIHIL n/a 100 100 +0
2021 871 NIHIL NIHIL NIHIL n/a 100 100 +0

Ke-12 Indikator Kinerja diatas adalah Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan
Mahkamah Agung RI, yang kemudian diadopsi juga sebagai Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Agama Unaaha, walaupun ada beberapa indikator yang tidak dapat

diaplikasikan, terkait kewenangan dan tugas pokok Pengadilan Agama Unaaha.
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BABIII
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBLJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan
mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan
per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-
negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang
memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta
kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah
2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil
Presiden Joko Widodo - K.H. Ma’ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan
pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”,

dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:
Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

N o un s W=

Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh
Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
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Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1.  Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim;

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024: PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus
dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun
terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi
pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem
peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perUndang-Undangan, dan
maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu srategis penegakan
hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Penataan Regulasi

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata
3. Penguatan Sistem Anti Korupsi
4

Penguatan Akses Terhadap Keadilan

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan
berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan
setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana
strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung
terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara
sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan
sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

- Penyelesaian Perkara

- Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Renstra 2020-2024 Reviu Tahun 2021




TAG
~ 1y
S &
3 /
P4 >
\
Ve

PENGADILAN AGAMA UNAAHA YW=
+  * Profesional

Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung
Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu

Restoratif justice

Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN

tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya

Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan

sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4

. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan

sebagai berikut:

Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Pembatasan perkara kasasi;

Proses berperkara yang sederhana dan murah

Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)

Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
Penyempurnaan penerapan sistem kamar

Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.

Hak uji materiil

Penguatan lembaga eksekusi

Keberlanjutan e-Court

SPPTTI

Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan.

Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang
berkualitas.

Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Sasaran implementasi kebijakan Mahkamah Agung Rl sebagaimana yang disebutkan

diatas sebagai berikut:

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian
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perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian

perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi
penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat
banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada
tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian
perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan,
tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk
pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu
5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk
penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka
majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan
Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah
Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada
Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai
penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan
pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien
maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur,
pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan
pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan
kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya
percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya
senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

2) Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di
tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari
peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan
permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh
ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama

maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum
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kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian

S 1y
,

)
{3
Ve

mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan
terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas
putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan
sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan
dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hukum serta Pendidikan.

3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah
satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan
hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi
dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah
ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu
kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian
perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung
merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka
dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan
pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi
tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara
yang perlu dibatasi, antara lain:

a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);

b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman
hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);

¢. Hukum perkawinan (perkara perceraian);

d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di
tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih
pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa
diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan
akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan
mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak
lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara
efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan

mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum
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dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh
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pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum
seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian
perkara secara ligitasi.

4) Penguatan Akses Peradilan

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya
perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos
layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak
mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui
dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui
putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak
pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu,
Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di
Ketahui Camat.

Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan
bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan
dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena
adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum
mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan
orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh
pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk
mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan
jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak
faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan
mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum
yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non
litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di
pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak
berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi
ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warna negara, konsekuensi
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Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan

adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah

adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting

dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum

terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat

untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya.

Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan

pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat

dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan

perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi,

maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu

persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan

kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh

3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan

Sipil.

6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada

pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan

jenis perkara, yaitu:

Kamar Pidana
Kamar Perdata
Kamar Agama
Kamar Militer

Kamar Tata Usaha Negara

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan

pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak

pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk

mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar

proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan

menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
8) Hak Uji Materiil
Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji
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Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan
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perUndang- Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-
Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji
Materiil. kewenangan judicial review pada Mahkamah Agung berwenang menguiji
peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-
Undang.

9) Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara,
karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika
pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses
eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya
amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang
harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang
seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim,
adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon
eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi
ganguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini
menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

10) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-
court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan
implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-
Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara
elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

11) SPPTTI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak
hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan,
memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai
negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi
secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya
mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT

menjadi salah satu prioritasnya.
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Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan
dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta
keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas
penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan
demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap
Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan

Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang

14)

berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen
kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara
jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill),
pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personalattributes), yang dapat
dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di
perkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk

melakukan penelitian dan pengembangan.

Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

Penguatan pelaksana fungsi pengawasan

- Penguatan SDM pelaksana pebgawasan

- Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan

- Peningkatan akuntabilkitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat

- Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra

pelaksanaan fungsi pengawasan.

15) Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah
Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola
secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang
tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan

menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi
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Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta
memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Dalam mewujudkan pengolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan
kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan
yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan
pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran,
Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional
Birokrasi mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana.
Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai
lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang
penting. Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan
Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1)
Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran
(2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan
Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Arah kebijakan dan Strategi akibat wabah Covid 19 sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian pekara perdata dilakukan
melalui peradilan elektronik

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan
jarak jauh

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui
diklat online

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan
renovasi Gedung kantor

e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SATUAN KERJA
Sejalan dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama
Unaaha sebagai lembaga peradilan pada tingkat pertama, menjalankan tujuan
organisasi, indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Mahkamah
AgungRI.
Pengadilan Agama Unaaha mengadopsi kebijakan Mahkamah Agung RI yang
sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi satuan kerja, serta sesuai

dengan kewenangan sebagai lembaga peradilan agama pada tingkat pertama.
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Penjabaran kebijakan yang mendukung indikator kinerja dan tujuan organisasi
sebagai berikut:
1. Tujuan | : Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
Kebijakan pada tujuan ini sebagai berikut:
1) Percepatan penyelesaian perkara dengan pembatasan jangka waktu
penyelesaian perkara;

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur
melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 1998
tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara
perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali
karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan
dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan
wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat
Banding;

- Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014
tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa
penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat
dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan
Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan
waktu termasuk penyelesaian minutasi.

- Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Rl sesuai
dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada
Mahkamah Agung Rl menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani
oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun setelah perkara diregister;

- Berdasarkan Surat Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang
Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan
ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara
diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu

penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya
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perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya

berada dalam tahanan).

- Percepatan penyelesaian putusan, penetapan dan produk pengadilan
seperti akta cerai

- Penyampaian laporan tepat waktu dengan akurasi data laporan

sebagai bahan monitoring dan evaluasi rutin;

Pembatasan perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK)
Pembatasan yang dimaksud adalah meningkatkan penyelesaian perkara

agar tercipta kepuasan masyarakat, sehingga tidak melakukan upaya hukum

ke tingkat yang lebih tinggi. Indikator kepuasan atas keputusan pengadilan

salah satunya dengan kepatuhan atas putusan pengadilan.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan ditandai dengan:

- Para pihak menerima dengan sukarela putusan pengadilan, sehingga
tanpa putusan dilaksanakan tanpa perlu tindakan paksa /eksekusi;

- Meningkatnya kualitas putusan, yang didukung oleh sumber daya
manusia yang memilki kompetensi terutama hakim, panitera dan juruista;

- Transparansi informasi putusan dan infromasi pengadilan, transparansi
proses dan hasil produk pengadilan;

- Kepercayaan publik terhadap lembaga dan aparat pengadilan.

Untuk mewujudkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, maka arah
kebijakannya sebagai berikut:
a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien, Antara lain:

- Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses
terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar
pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;

- Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas
aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan
informasi, dan kesaksian;

- Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan
mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses
berbasis komputer;

- Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan
teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas

kinerja;

Renstra 2020-2024 Reviu Tahun 2021



S

e PENGADILAN AGAMA UNAAHA YW=
+  * Profesional

b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi,

-

<AG
~ 1y
0
P
:
\ S g
Vet

berdasarkan:

- Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya
tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)
yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi
masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan public;

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-
144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Rl Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi
di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan
informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan
pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan

organisasi Pengadilan.

3) Proses berperkara yang sederhana dan murah
Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara
perdata yang memenubhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui
small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang
ada, Mahkamah Agung saat ini sementara menyusun regulasi sebagai payung
hukum terlaksananya small claim court;

a Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses dan pengelolaan /
manajemen administrasi perkara, pemanggilan sidang dan bantuan
delegasi;

b Penetapan standar baku layanan

Pentingnya penyederhanaan standar proses (SOP/ Standart
Operating Procedure) dalam pemberian layanan kepada masyarakat
pencari keadilan. Konsistensi, reviu dan supervisi secara berkala atas
pelaksanaan SOP menjamin pelayanan berdasar prosedur.

¢ Penyusunan tarif biaya perkara

Pengadilan dalam wilayah hukum yang sama, dalam hal ini
Pengadilan Agama Unaaha dan Pengadilan Negeri Unaaha secara
bersama menyusun dan menetapkan besaran tarif biaya perkara, tarif
radius panggilan dan biaya biaya lain, sesuai ketentuan, kelayakan,

kewajaran dan standar yang berlaku.
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d Peningkatan kualitas pelayanan publik
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e Standarisasi manajemen mutu pengadilan
Diperlukan standar manajemen mutu yang di audit oleh eksternal
organisasi, untuk mengukur sejauh mana mutu pelayanan dapat tetap
terjamin untuk kepuasan masyarakat. Pelaksanaan program ISO,
Reformasi Birokrasi, Program Akreditasi Penjaminan Mutu, dan Program

Zona Integritas terus dilaksanakan, dilanjutkan dan di evaluasi.

4) Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
Pelaksanaan layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
sesuai Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor : 1 tahun 2014, dengan
kegiatan berupa:

- Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi
realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala
keterbatasan anggaran untuk memenubhi target bila dibandingkan dengan
potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga
sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal
ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan
perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline
bedasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi
anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan
HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja
sama denganKementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan

tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

- Sidang keliling/Zitting plaats

Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain
melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan
terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat
yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan
akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan
masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran,
diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan
data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama
dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan

menyusun peraturan bersama.

Renstra 2020-2024 Reviu Tahun 2021




8
S 2

~ 1y
",
Vet

2

PEN

e PENGADILAN AGAMA UNAAHA YW=
+  * Profesional

- Pos pelayanan bantuan hukum.

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk
membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar
advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak
hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan
agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM
yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa

pendampingan secara materiil didalam persidangan.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
6) Penguatan lembaga eksekusi

7) Keberlanjutan e-Court

2. Tujuan ll: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung
Dengan arah kebijakan sebagai berikut :
1) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan.
2) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang
berkualitas.
3) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
Dengan arah kebijakan:
a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan
dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia
Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam
Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas
Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan
fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana
Fungsi Pegawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih
kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal
tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan
Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang
Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga
strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis
dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas

SDM pengawasan internal.
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b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi

masyarakat, dengan cara:

- Peningkatan kualitas pengawasan, baik internal maupun ekternal.

- Optamiliasasi fungsi pengawasan, baik yang dilakukan oleh setiap
atasan, hakim pengawas, maupun pimpinan pengadilan

- Fungsi layanan pengaduan berdasarkan Keputusan KMA Rl Nomor:
076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan
pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan dan SK KMA Nomor:
216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk
menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan
dengan whistleblower/justice collabolator melalui aplikasi Sistem
Pengawasan (SIWAS);

4) Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
Dengan arah kebijakan:
a. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan
(skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes),
yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara
umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft competency dan hard
competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan
kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia
serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya: leadership,
communication dan interpersonal relation. Sedangkan hard competency
adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau
teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis
pekerjaan yang ditekuni.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar
kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang
dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta
indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal
untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam
pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga
selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut :

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
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- Pelatihan dan  pengembangan berbasis  kompetensi.
Pengembangan yang dimaksud termasuk pola rotasi, mutasi dan
promosi;

- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;

- Remunerasi berbasis kompetensi;

- Polakarir berbasis kompetensi.

b. Pola Mutasi dan promosi SDM

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya
Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem
pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan
karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter
(reward-punishment).
Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk
Pejabat setingkat Eselon Il dalam pengembangan organisasi, serta
pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat
untuk pejabat setingkat Eselon Il dan IV, mengembangkan dan
mengimplementasikan Sistem Manajemen;
SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management),
menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment,
pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara
berkelanjutan (capacity building), menyusun standarisasi sistem
pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta
menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI
untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.
Kemandirian Anggaran

Kondisi saat ini, alokasi anggaran Pengadilan Agama Unaaha sesuai
pagu yang telah ditetapkan Mahkamah Agung. sementara Mahkamah
Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi masih mengalami kendala
dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Birokrasi keputusan pagu
anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang
diajukan oleh Pengadilan Agama Unaaha melalui proses pembahasan
dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, seringkali tidak
mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana.
Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA
sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana

merupakan hal yang penting.
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kebijakan untuk mendapat dukungan anggaran dilakukan sebagai berikut:

- Pengusulan anggaran berbasis kinerja berdasarkan skala prioritas
kebutuhan;

- Pemenuhan data dukung, akurasi dan kelengkapan data sebagai bahan
pertimbangan pemenuhan anggaran;

- Pelaksanaan anggaran dengan azas efektivitas, efesiensi dan
ketersediaan anggaran;

- Manajemen pengelolaan SDM, asset dan keuangan berbasis Teknologi
Informasi;

- Kepatuhan penyampaian laporan secara berkala sebagai bahan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan SDM, asset dan
keuangan.

d. Penataan manajemen dalam rangka good court governance
Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan
diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju good court
governance meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

- Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja
kegiatan;

- Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan
sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja untuk diajukan ke
Mahkamah Agung dan;

- Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan
hasil evaluasi capaian kinerja;

- Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola
aset berbasis risk analysis.

- Penyusunan, penyempurnaan dan konsistensi pelaksanaan SOP
(standar operating procedure)

e. Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good court governance dan
pengembangan budaya organisasi yang efektif
Untuk mewujudkan good court governance diperlukan arah
kebijakan yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut:
- Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business

process dan efisiensi manajemen anggaran.
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- Penetapan dan implementasi nilai-nilai utama dalam berbagai aspek
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pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan
misi Pengadilan Agama Unaaha.

- Transformasi mindset mengarah pada internal service

3.4. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka
regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan
nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden
yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi
pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor: 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong
pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian
hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang
berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM
periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan
program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan
untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai
aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN
tahun 2020-2024 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek
kehidupan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang
selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni
tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen
perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020

sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-
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Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam

RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga

maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang

dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka

regulasi

merupakan

perencanaan

pembentukan

regulasi

dalam rangka

memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran

negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam

pasal 5 huruf ¢ Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 5 tahun 2019 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.

Tabel 3.1
Kerangka Regulasi
Isu Strategis Arah Kebijakan L kerangka Kebutuhan Regulasi FEETIEEIG] Terkait
Regulasi Jawab
Peningkatan - Pembatasan perkara - Penguatan - Pembuatan SKKMA: | Kepaniteraan Kepaniteraan
Penyelesaian kasasi dan PK organisasi 4 - Tentang MARI MA RI, Ditjen
Perkara - Penerapan sistem (empat) Pembatasan perkara Badilum,
Mahkamah kamar secara lingkungan kasasi dan PK dalam Ditjen Badilag,
Agung konsisten, peradilan di hal Ditjen
- Penyederhana an bawah - Persyaratan formil, Badilmiltun
proses berperkara, Mahkamah - Pemberlakuan
- Penguatan akses Agung, Penerapan sistem
pada keadilan, Penerapan kamar pada tingkat
- Modernisasi sistem kamar banding,
manajemen perkara. pada tingkat | - SKKMA:tentang
- Penataan ulang banding, template putusan
organisasi Spesialisasi kasasi dan PK,
manajemen perkara. hakim pada - SE sosialisasi hasil
- Penataan ulang pengadilan rapat pleno,
proses menajemen tingkat - Surat edaran
perkara. pertama, sertifikasi hakim,
- Rintisan pelaksanaan Pembentukan - Revisipola
Sistem Peradilan landasan - bindalmin (termasuk
Pidana terpadu. hukum untuk penyederhanaan
- Pelaksanaan Sistem meminimalisi r proses perkara),

Peradilan Pidana
Anak.

sisa perkara
akhir Tahun,
Pelaksanaan
sistem pidana
peradilan anak
dan

- Mol pelaksanaan
Sistem Peradilan
Pidana terpadu,

- SKKMA
implementasi MOU
SPPT,

pelaksanaan - SKKMA tentang
sistem Pelaksanaan Sistem
peradilan Peradilan Pidana
pidana terpadu, Anak, Juklak/juknis
one stop tentang percepatan
service di Penyelesaian
Mahkamah Perkara
Agung.
- Implementasi e- | - Sosialisasi e- - Pemberlakuan e- Kepaniteraan
litigasi litigasi litigasi keseluruh Mahkamah
- Penyempurnaan - Melakukan pengadilan Agung
system eksekusi penelitian - SK Menteri PAN RB
tentang Kedudukan
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Lembaga Juru

Lembaga juru sita

Sita dalam struktur ASN
Optimalisasi - Peningkatan - ImplementasiSK | - SE Ditjen Badilag Ditjen Badilag - Ditjen
Manajemen penyelesaian KMA tentang tentang penambahan Badilag,
Peradilan perkara, percepatan volume sidang - Badan
Agama - Peningkatan penyelesaian keliling, posyankum Litbang
efektifitas perkara, dan perkara prodeo; Diklat Kumdil
pengelolaan - Penambahan - Pembuatan surat
penyelesaian volume sidang edaran peningkatan
perkara, keliling, pelayanan publik,
- Peningkatan posyankum, Juklak/juknis
aksesibilitas perkara prodeo pelaksanaan bimtek,
masyarakat - Peningkatan Juklak/juknis tentang
terhadap peradilan, pelayanan percepatan
- Peningkatan publik. penyelesaian perkara
kepatuhanterhadap | - Standarisasi
putusan pengadilan, pelaksanaan
- Peningkatan kualitas bimtek.
SDM.
Peningkatan - Peningkatan - Pembentukan Pembuatan SK KMA Badan Litbang | - Badan
Kapabilitas efektifitas kinerja landasan hukum | tentang peningkatan Diklat Kumdil Urusan
Aparatur aparatur teknis dan Peningkatan kualitas aparatur Administrasi
Mahkamah non tenis peradilan kualitas aparatur | peradilan bidang teknis MA RI, Ditjen
Agung peradilan bidang | dan non teknis yudisial Badilum,
teknis dan non serta Ditjen
teknis yudisial administrasi Badilag,
serta umum. Ditjen
administrasi Badimiltun
umum
- Penyusunan
peraturan
peningkatan
SDM
Peningkatan - Optimalisasi Pembentukan Pembuatan SK Badan Urusan
Dukungan pemanfaatan landasan hukum | KMA/edaran Administrasi
Manajemen teknologi informasi, tatakelola tentang tata MARI
dan - peningkatan kualitas optimalisasi kelola
Pelaksanaan sumber daya teknologi optimalisasi
Tugas Teknis manusia informasi dan teknologi
Lainnya MA peningkatan informasi
kualitas aparatur
peradilan.
Sarana  dan | - Peningkatansarana |- Pembentukan - Pembuatan SKKMA | Badan Urusan
Prasarana dan prasarana landasan hukum tentang standarisasi | Administrasi
Aparatur pendukung kinerja skala  prioritas pendukung kinerja MARI
Negara aparatur peradilan. pemenuhan aparatur peradilan
Mahkamah - Standarisasi sarana sarana dan | - Pembuatan SK KMA
Agung. pendukung kinerja prasaranakinerja tentang standarisasi
aparatur sarana dan
peradilan prasarana
- Pembentukan
buku
standarisasi
sarana kinerja
Optimalisasi - Peningkatan Pembentukan Pembuatan SK KMA Badan - Badan
Pengawasan efektifitas landasan tentang standar Pengawasan Pengawasan
dan pengelolaan hukum standar pengawasan dan MARI MARI,
Peningkatan penyelesaian pengawasan pemeriksaan aparatur - Badan
Akuntabilitas perkara, kinerja peradilan Urusan
Aparatur - Peningkatan kualitas | aparatur Administrasi
Negara MARI pengawasan peradilan dan MARI
peningkatan
kualitas
pengawasan.

Renstra 2020-2024 Reviu Tahun 2021




S

e PENGADILAN AGAMA UNAAHA YW=
+  * Profesional

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dengan
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membawahi 910 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia dalam melaksanan
tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan
fungsi Mahkamah Agung dilaksanakan Pimpinan Mahkamah Agung dengan dibantu
oleh Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung, sementara mengenai organisasi dan tata kerja Kapaniteraan
Mahkamah Agung telah diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
KMA/018/SK/Il1/2006 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah
AgungRI.

Dengan kondisi struktur organisasi Mahkamah Agung tersebut untuk menuju
pelayanan prima pengadilan harus dilakukan evaluasi struktur organisasi dan tata
kerja jabatan dilingkungan Mahkamah Agung, restrukturisasi organisasi Mahkamah
Agung menjadi prioritas yang harus dilakukan Mahkamah Agung pada tahun 2020-
2024 dengan menata kembali kedudukan, tugas dan fungsi jabatan Pranata dan Tata
Laksana Peradilan, jabatan pemilah berkas perkara, penetapan jabatan fungsional
dilingkungan Mahkamah Agung, jabatan Biro Teknologi Informasi, jabatan Unit Kerja
Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, dan jabatan Assesment Center.

Kerangka kelembagaan terkait struktur organisasi dalam satuan kerja
Pengadilan Agama Unaaha. Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 8 Oktober 2015
telah menandatangani Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 mengatur pemisahan jabatan kepaniteraan dan kesekretariatan
di Pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015, Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas Il sebagai berikut:
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| KETUA |
HAKIM | ] WAKIL KETUA |
PANITERA O . SEKRETARIS ~ [~-~--=-=-=-oo- ]
1 1
UNIT KEPANITERAAN ! UNIT KESEKRETARIATAN

1
1
1
1
i
1
1

PANMUD PaNU ECER | (eptcawnaNg || ERENCANARNT

HUKUM PERMOHONAN GUGATAN !
H UMUM & KEUANGAN ORTALA & PELAPORAN
1
1
1
1
1
1
1
1
)

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN B KELOMPOK FUNGSIONAL KESEKRETARIATAN --:
PANITERA PENGGANTI ” JURUSITA ANALIS KEPEGAWAIAN | PRANATA KOMPUTER

| JURUSITA PENGGANTI | | ARSIPARIS | PUSTAKAWAN

Keterangan :
_________ Garis Koordinasi
Garis Tanggung Jawab

Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama kelas Il

Tugas dan Fungsi Jabatan
Adapun tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing unit dalam
struktur kelembagaan Pengadilan Agama Unaaha sebagai institusi Peradilan Agama

Tingkat Pertama Kelas Il yakni :

1. Ketua, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya tugas tupoksi
Pengadilan Agama Unaaha, baik kedalam maupun keluar, memberikan
pembinaan, pengawasan dan pemikiran terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan
Agama Unaaha, mengevaluasi laporan mengenai penanganan pekara yang
dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan
hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah
Agung, Meneruskan SEMA. PERMA, dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau
Pengadilan Tinggi Agama yang berkaitan dengan hukum perkara kepada para

Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Dan Jurusita,
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melaksanakan pengawasan terhadap tingkah laku Hakim dan Pejabat
Kepaniteraan di dalam dan di luar dinas;

2. Wakil Ketua, memiliki tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua
berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya
bersama Ketua, memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas-
tugas Pengadilan Agama Unaaha secara baik dan lancar.

3. Hakim memiliki tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas
perkara yang diberikan padanya mengemukakan pendapat dalam musyawarah,
Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan,
Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan
menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.

4. Panitera mempunyai tugas memimpin, melaksanakan pemberian dukungan di
bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara, dan memiliki fungsi:

- pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;

- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;

- pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara;

- pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan
perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan

- perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

- pelaksanaan mediasi;

- pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas Il
(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015, Pasal 116)

5. Panitera Muda Permohonan adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang
permohonan, dan memiliki fungsi:

- pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara
permohonan;

- pelaksanaan registrasi perkara permohonan;

- pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari

Ketua Pengadilan Agama Kelas Il;
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pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi;

pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
yang tidak hadir;

pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi
dan peninjauan;

pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara
permohonan;

pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
kasasi dan peninjauan kembali;

pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Mahkamah Agung;

pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap;

pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum
tetap kepada Panitera Muda Hukum;

pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

6. Panitera Muda Gugatan adalah melaksanakan tugas melaksanakan administrasi

perkara di bidang gugatan, dan memiliki fungsi:

pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
pelaksanaan registrasi perkara gugatan;

pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari
Ketua Pengadilan Agama Kelas Il melalui Panitera;

pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi;

pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
yang tidak hadir;

pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara
gugatan;

pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan

banding, kasasi dan peninjauan kembali;
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- pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan
kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon
peninjauan kembali;

- pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;

- pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

- pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap;

- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

7. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,
pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan, dan memiliki fungsi:

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

- pelaksanaan penyajian statistik perkara;

- Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah
Kementerian Agama;

- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

- pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;

- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang
berkaitan dengan transparansi perkara;

- pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;.

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera; (pasal 123)

- selain itu melaksanakan tugas pengelolaan meja informasi dan pengaduan.

8. Sekretaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan administrasi
umum / kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama
Unaaha, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, Sub
Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan,
Teknologi Informasi dan pelaporan, serta urusan rumah tangga kantor lainnya,
bertanggung jawab terhadap ketertiban kantor, kedisiplinan pegawai,
mengadakan rapat berkala dengan pejabat struktural maupun dengan semua

pegawai yang menjadi bawahannya. pengurusan surat-surat, penyusunan arsip
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10.

11.

12.

13.

dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Umum dan Keuangan, serta
Perencanaan, Tl dan Pelaporan di Pengadilan Agama Unaaha.

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana memiliki tugas untuk
melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi
Kepegawaian di Pengadilan Agama Unaaha, perumusan kebijakan fasilitasi
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sub Bagian Umum dan Keuangan memilki tugas untuk melaksanakan sebagian
tugas di bidang Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan dan perumusan kebijakan
fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset inventaris Barang milik
Negara, selain itu mempunyai tugas dalam pengelolaan, pelaksanaan dan
pelaporan keuangan Pengadilan Agama Unaaha serta perumusan kebijakan
fasilitasi pelaksanaan pengelolaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan memiliki
tugasmelaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan
anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan
pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. (Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 07 Tahun 2015, Pasal 324 s/d 326)

Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dalam hal membuat
penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara
persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-
penetapan lainnya, mengetik putusan / penetapan sidang.

Jurusita / Jurusita Pengganti melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh
Ketua Pengadilan, Ketua Sidang, dan Panitera. Menyampaikan pengumuman-
pengumuman, teguran - teguran, dan pemberitahuan putusan Pengadilan
menurut tata cara berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan,
melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan melihat lokasi dengan
teliti mengenai batas-batas tanah yang disita dan serta surat-suratnya yang sah,
membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan salinan resminya kepada
pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Badan Pertanahan Nasional apabila
terjadi penyitaan tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo.
Pasal 198-199 HIR, Melakukan pencatatan pembayaran uang titipan pihak ketiga

serta membuat berita acaranya.
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BABIV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

2

PEN

4.1. TARGET KINERJA
Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung
Rl memiliki 2 program yang akan dilaksanakan oleh 7 unit eselon satu dan jajarannya.

Kedua program tersebut, yaitu :

1. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan

pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Mahkamah Agung, yaitu

Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran

program sebagai berikut :

a) Meningkatnya penyelesaian perkara Mahkamah Agung.

b) Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu,
transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Umum.

c) Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan
akuntabel di lingkungan Peradilan Agama.

d) Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, cepat,
biaya ringan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :
a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya
kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini mencakup Kepaniteraan,
Badan Lingkungan Peradilan Umum, Badan Lingkungan Peradilan Agama dan
Badan Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Upaya ini dijabarkan
menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

a) Peningkatan Penyelesaian Perkara.
b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kepaniteraan.
c) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

d) Peningkatan Ketetalaksanaan Perkara Perdata kasasi dan Peninjauan Kembali.
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e) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana kasasi, Peninjauan Kembali dan
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Grasi.

f) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

g) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan
Umum.

h) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

i) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama.

j) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta
Kesyariahan.

k) Dukunan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan
Agama.

) Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

m) Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.

n) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi
Pidana Militer.

0) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Hak Uji
Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara.

p) Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan

Militer dan Tata Usaha Negara.

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program :

a) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang
berkompeten.

b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara
optimal.

¢) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan

prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu:
a) Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan.
b) Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung
yang berkualitas.
¢) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optimal.
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d) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, yang juga

2

PEN

merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas

Mahkamah Agung.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan
pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini mencakup pelaksanaan
dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal Badan Pengawasan,
Badan Litbang Diklat dan Badan Urusan Administrasi. Upaya ini dijabarkan menjadi
beberapa kegiatan, yaitu:

a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Teknis Peradilan.

b) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan.

¢) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.

d) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan
Kepemimpinan.

e) Pengawasan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan.

f) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan
Mahkamah Agung.

g) Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan
Semua Lingkungan Peradilan.

h) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

i) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi.

j) Pelaksanaan Penyuusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan
Organisasi Mahkamah Agung.

k) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di
Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

[) Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya.

m) Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Utusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina
Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung.

n) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lungkungan Mahkamah Agung.

4.2. TARGET PENDANAAN
Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Mahkamah Agung
Rl Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program

utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan
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Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana

terlampir dalam dokumen ini.

a. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Agama Unaaha dalam pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

1) Penyelesaian administrasi perkara.

2) Penanganan perkara prodeo dengan pembebasan biaya perkara.

3) Penanganan perkara dengan sidang diluar gedung pengadilan dan pelayanan

terpadu sidang keliling.

4) Pemberian layanan Pos bantuan hukum

Target kinerja anggaran untuk program ini sebagai berikut:

Sasaran . Target
Indikator
Program 2020 2021 2022 2023 2024
Terwujudnya proses | (Mahkamah Agung) 10.597. | 10.917. | 11.083. | 10.732. | 10.417.
peradilan yang 927,9 069,9 332,2 749,5 778,5
pasti, transparan,
dan akuntabel
Persentase penyelesaian 100 100 100 100 100
perkara tepat waktu
Persentase putusan yang 2 2 4 4 15
menggunakan

pendekatan keadilan
restoratif di Mahkamah
Agung

Persentase perkara yang 50 50 50 50 50
tidak mengajukan upaya
hukum (banding, kasasi,
peninjauan kembali)
Persentase perkara 25 25 25 25 25
pidana anak yang
diselesaikan dengan

diversi
Indeks responden pencari 80 80 80 80 80
keadilan yang puas
terhadap pelayanan
peradilan
Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
Persentase Salinan 20 20 20 20 20

putusan yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu

Persentase perkara yang 25 25 25 25 25
diselesaikan melalui
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mediasi
Meningkatnya akses
peradilan bagi
masyarakat miskin
dan terpinggirkan
Persentase perkara 30 30 30 30 30
prodeo yang diselesaikan
Persentase perkara yang 100 100 100 100 100
diselesaikan diluar
gedung pengadilan
Persentase perkara 100 100 100 100 100

permohonan (voluntair)
identitas hukum
Persentase pencari 100 100 100 100 100
keadilan golongan
tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum

(Posbankum)
Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan
Persentase putusan 75 75 75 75 75
perkara perdata dan Tata
Usaha Negara yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)
Meningkatnya hasil
pembinaan bagi
aparatur tenaga
teknis di lingkungan
peradilan
Persentase SDM Teknis 100 100 100 100 100

Yustisial yang mempunyai
kemampuan di bidang
teknis yudisial (Umum,
Agama, dan Miltun)
Persentase Sumber Daya 20.31 53.41 58.52 65.69 66,56
Manusia Peradilan yang
meningkat kompetensi
setelah mengikuti diklat

Meningkatnya
pelaksanaan
pengawasan kinerja
aparat peradilan
secara optimal

Persentase pengaduan 85 85 85 85 85
yang dapat ditindaklanjuti
Persentase pengaduan 85 85 85 85 85
yang selesai
ditindaklanjuti dan
dipublikasi
Meningkatnya
transparansi
pengelolaan SDM,
Keuangan, dan
Aset
Persentase 85 85 85 85 85

terpenuhinya
kebutuhan standar
sarana dan prasarana
gedung yang
mendukung
peningkatan pelayanan
prima
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Persentase 100 100 100 100 100
peningkatan
produktivitas kinerja
SDM (SKP dan Penilaian
Prestasi Kerja)
Pengelolaan dan (Biro Keuangan) 8.460. | 8.463. | 8.467. | 8.470. | 8.472.
pelaporan 954,6 990,7 044,3 243,0 556,8
keuangan yang
transparan dan
akuntabel

RAGH
z @ E
. ¥

Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Persentase 93,13 93,13 93,13 93,13 93,13
penyelesaian kerugian
negarayang
dikembalikan ke kas
negara

Persentase realisasi 85,31 85,31 85,31 85,31 85,31
Penerimaan Negara
Bukan Pajak Mahkamah
Agung

Persentase realisasi 99,51 99,51 99,51 99,51 99,51
anggaran belanja
Mahkamah Agung
Pemenuhan (Badan Urusan 1.226. | 1.345. | 1.471. | 1.081. 714.
Kebutuhan Sarana | Administrasi) 107,2 190,5 811,7 750,9 747,7
dan Prasarana
dalam Mendukung
Pelayanan
Peradilan

Terpenuhinya 1 1 1 1 1
kebutuhan sarana dan
prasarana dalam
mendukung pelayanan
peradilan

b. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
Program Dukungan Manajemen Mahkamah Agung pada tingkat satuan
kerja dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya
manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan
pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
1) Pembayaran gaji dan tunjangan.
2) Penyelenggaraan belanja barang non Operasional
3) Penyelenggaran belanja barang Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di lingkungan peradilan
tingkat banding dan tingkat pertama, antara lain:
1) Pengadaan Tanah;
2) Pengadaan Gedung dan Bangunan;
3) Pengadaan Kendaraan dinas;
4) Pengadaan Teknologi Informasi;

5) Pengadaan Alat pengolah Data dan Komunikasi;
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6) Pengadaan Fasilitas Perkantoran;
7) Pengadaan sarana prasarana lainnya
Yang seluruhnya diwujudkan dalam satu output kegiatan yaitu Layanan

Internal. Yaitu penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi internal

service, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

pengadilan serta pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
Pengadilan Agama unaaha sendiri kesulitan dalam menentukan target
kinerja anggaran jangka waktu lima tahunan, karena terkait permasalahan:

- Kemandirian anggaran, sebagimana yang diuraikan bab sebelumnya,
penetapan anggaran bersifat top down, Pengadilan Agama Unaaha tidak
dapat menentukan target anggaran untuk tahun maju, kecuali target kinerja
anggaran tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang telah lalu;

- Perubahan-perubahan kebijakan program, kegiatan anggaran secara
nasional;

- Penetapan program dan kegiatan diluar kewenangan Pengadilan Agama
Unaaha, satuan kerja tingkat pertama hanya menjalankan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan lembaga di tingkat pusat;

- Tidak ada data target kinerja masing-masing satuan kerja untuk lima
tahunan yang dipublikasi sebagai penjabaran target kinerja rekapitulasi
ditingkat pusat;

- Tidak adanya penetapan target kinerja anggaran dari tingkat pengadilan
yang lebih tinggi (tingkat banding) kepada pengadilan tingkat pertama di
wilayah hukumnya sebagai acuan target yang akan dicapai di pengadilan

tingkat pertama dalam rentang waktu lima tahunan;

Kerangka kinerja pada RPJM Tahap Il kurun waktu 2015-2019 juga akan
diadopsi sebagai kerangka kinerja RPJM Tahap Illl tahun 2020-2024. Matrik
kinerja dan pendanaan lebih rinci hingga ke level jumlah output kegiatan

sebagaimana tabel dalam lampiran.
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Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020-2024 ini disusun untuk
merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan, lingkungan
strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Dokumen ini
merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, kelemahan, kekuatan,
peluang dan tantangan, serta kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang akan
dijalankan selama kurun waktu lima tahunan.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaha harus terus disempurnakan dari
waktu kewaktu. Dengan demikian dokumen ini bersifat terbuka dari kemungkinan
perubahan. Hal tersebut dilaksanakan untuk menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan
Mahkamah Agung Rl yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan
untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dengan Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan
Pengadilan Agama Unaaha memiliki pedoman pencapaian arah, tujuan dan sasaran
kelembagaan selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi, misi dan tujuan

Pengadilan Agama Unaaha dapat terwujud.
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SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

NOMOR:W21-A5/SK.115 /KU.01/12/ 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
REVIU RENCANA STARTEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap
Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,
Pengadilan Agama Unaaha sebagai organisasi dibawah lembaga Mahkamah
Agung perlu menyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaha Tahun
2020-2024;

Bahwa Pengadilan Agama Unaaha telah melakukan penyusunan Rencana
Strategis Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020-2024 berdasarkan Surat
Keputusan  Ketua  Pengadilan ~ Agama  Unaaha  Nomor:  W2I-
AS5/SK.103/KU.01/12/ 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Bahwa untuk menyelaraskan Rencana Strategis satuan kerja dengan Rencana
Strategis Mahkamah Agung dan dinamika Lembaga, maka perlu dilakukan
reviu Rencana Strategis satuan kerja;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud di atas, maka
dipandang perlu membentuk Tim Reviu penyusunan Rencana Strategis
Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020-2024, yang nama-namanya
sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi
Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata
Usaha Negara dan Peradilan Agama ke MahkamahAgung RI.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

Peraturan Presiden  Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.



Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

1.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 237A/SEK/
SK/V/2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI tahun
2020-2024;

Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Pengumpul, Penyusun Rencana Startegis (RENSTRA)
Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020-2024 Reviu;

Tim bertugas mengumpul, menyusun dan mengolah data Reviu Rencana
Startegis (RENSTRA) Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020-2024;.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Unaaha
Pada tanggal  : 15 Desember 2021

Ketua Pengadilan Agama Unaaha,

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Nip.19720525 199802 2 001




Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha

Nomor

: W21-A5/SK.115/KU.01/12/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
REVIU RENCANA STARTEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2020-2024

NO NAMA / NIP

JABATAN DALAM TIM

1 2

3

1 Najmiah Sunusi, S.Ag,. M.H.

19720525b 199802 2 001

Penanggung Jawab

2 Sudirman M,.S.H.I,.M.E 19800126 Ketua
200704 100 1

3 Rini Surastika Tawulo, S.HI Sekretaris
19780803 200912 2 003

4 Maulizatul Wahdah Amalia, Anggota
S.H.I,, M.H.
19800702200604 200 3

5 Drs. Safar, M.H. Anggota
19661231 199802 1 001

6 Haris Eka Putra Liambo, S.IP, M.M Anggota
19841108201407 1 002

7 Lasmanah, S.HI Anggota
19801218 201101 2 004

8 Ansar, S.H. Anggota
19840624 200912 1 005

9 Fadliyah Zainal, S.H.I Anggota
19820928 201101 2 012

10 | Yudi Wijaya, S.H. Anggota
19820303 200502 1 002

11 Tahira Anggota
19671231 199703 2 008

12 | Jumriah, S.Kep Anggota
19811005201001 2 015

13 | Winda Listyaningsih, S.Kom Anggota
19961225 202012 2 016

14 | Laela Nurhayati, A.M.d Anggota
19971128 202012 2 005

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 15 Desember 2021

12

P Pengadilan Agama Unaaha,

Nip.197205251998022001




Lampiran II: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha
Nomor : W21-A5/SK.115 /KU.01/12/ 20201

Tentang

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Tim Penyusun
Reviu Rencana Startegis (RENSTRA) Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020-2024

NO NAMA TUGAS TANGGUNG JAWAB
1 | Najmiah Sunusi, Penanggung | Bertugas sebagai penanggung jawab Rencana
S.Ag,M.H. Jawab Startegis (RENSTRA)
2 | Sudirman M, S.H,.M.E Ketua TIM Memimpin pelaksanaan kegiatan Penyusanan
Rencana Startegis (RENSTRA)
3 | Rini Surastika Tawulo, Sekretaris Bertugas membantu tugas ketua tim dalam
S.HI koordinasi, melaporkan Progres Penyusuan

laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Ketua
Tim dan menyampaikan Rencana Startegis
(RENSTRA) ketingkat Banding, mengkoordinir
dan validasi data kesekretariatan

4 | Maulizatul Wahdah Amalia, Anggota Mengumpul, menyusun dan mengolah data serta
S.H.I,,M.H validasi bidang teknis yustisial
5 | Drs. Safar, M.H. Anggota Bertugas mengkoordinir pengumpulan dan
validasi data dibagian kepaniteraan
6 | Haris Eka Putra Liambo, Anggota Membuat, mendesain dan mengolah data grafis
S.IP.M.M dan dokumentasi kegiatan
7 | Lasmanah, S.H.I Anggota Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai
bidangnya dibagian Kepaniteraan
8 | Ansar, S.H Anggota Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai
dengan bidangnya dibagian Kepaniteraan
9 | Fadliyah Zainal, S.H.I Anggota Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai
dengan bidangnya dibagian Kepaniteraan
10 | Yudi Wijaya, S.H. Anggota Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai
dengan bidangnya dibagian Kesekretariatan
11 | Tahira Anggota Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai
dengan bidangnya dibagian Kesekretaiatan
12 | Jumriah, S.Kep Anggota Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai
dengan bidangnya dibagian Kesekretaiatan
13 | Winda Listyaningsih, Anggota Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai
S.Kom dengan bidangnya dibagian Kesekretaiatan
14 | Laela Nurhayati, A.Md Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai

dengan bidangnya dibagian Kesekretaiatan

Unaaha,15 Desember 2021

S

Najmiah Sunusi, S.Ag,M.H.
Nip 19720525 199802 2 001



LAMPIRAN III

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
Nomor : W21-A5/SK.115 /KU.01/12/ 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

REVIU RENCANA STARTEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2020-2024 REVIU

STRUKTUR TIM KERJA

PENANGGUNG JAWAB
Najmiah Sunusi, S.Ag,.M.H

Sudirman M,.S.H.l,.M.E
v

Rini Surastika Tawulo, S.H.l.

Maulizatul Wahdah Amalia,S.H.1,.M.H.
Drs. Safar, M.H.

Haris Eka Putra Liambo, S.IP,.M.M
Lasmanah, S.HI

Ansar,S.H

Fadliyah Zainal, S.HI

Yudi Wijaya, S.H.

Tahira

Jumriah, S.Kep

Winda Listyaningsi, S.Kom

Laela Nurhayati, A.Md




RENCANA STRATEGIS PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2024

INSTANSI PENGADILAN AGAMA UNAAHA
VisI : TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA UNAAHA YANG AGUNG
MisI 1 Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3 katkan Kualitas k Badan Peradilan
4 Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan
TUJUAN Target SASARAN Target STRATEGI
No |Uraian Indikator Uraian Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Terwujudnya Persentase perkara yang 90% 1 Terwujudnya proses a Persentase perkara yang 95,0% | 95,0% | 97,0% | 97,0% | 99,0% [Percepatan penyelesaian |Program P k Peningl j Peradilan Agama
kepercayaan publik diselesaikan tepat waktu peradilan yang pasti, diselesaikan tepat waktu perkara Peradilan Agama
atas layanan peradilan transparan dan akuntabel
b Persentase Perkara yang 95,0% | 95,0% | 97,0% | 97,0% | 99,0% [Meningkatkan kualitas
Tidak Mengajukan Upaya putusan dan penyelesaian
Hukum: Banding, Kasasi dan perkara
PK
¢ Index responden pencari 84,0% | 84,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% [Meningkatkan kualitas
keadilan yang puas terhadap pelayanan masyarakat
layanan peradilan dengan pelayanan prima
2 Peningkatan efektivitas a Persentase Salinan putusan 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% [Percepatan penyelesaian |Program P k Peningl ji Peradilan Agama
pengelolaan penyelesaian yang dikirim ke Para Pihak dan penyampaian putusan |Peradilan Agama
perkara Tepat Waktu
b Persentase Perkara yang 3,5% 3,5% 3,6% 3,6% 3,6% |Menyelenggarakan
diselesaikan melalui mediasi mediasi dengan SDM
bersertifikat
Persentase perkara yang 80% 3 Meningkatnya akses a Persentase perkara prodeo 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% [Memberikan pelayanan Program P k Output Pembeb biaya perkara, Kegiatan
diselesaikan melalui pembebasan peradilan bagi yang diselesaikan akses peradilan bagi Peradilan Agama peningkatan manajemen peradilan agama
biaya/prodeo masyarakat miskin dan masyarakat miskin dan
terpinggirkan terpingirkan
Persentase perkara yang b Persentase perkara yang 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |Menyelenggarakan Output Pelaksanaan sidang diluar gedung,
diselesaikan melalui sidang diselesaikan di luar gedung pelayanan sidang diluar i ingl peradilan
keliling/zitting plaats baik di Pengadilan gedung agama
dalam negeri maupun di luar
negeri
Persentase perkara permohonan ¢ Persentase perkara 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |Menyelenggarakan Output Pelaksanaan sidang Terpadu, Kegiatan
(voluntair) indentitas hukum permohonan (Voluntair) pelayanan perkara peningkatan manajemen peradilan agama
Identitas Hukum permohonan dan
pelayanan isbat nikah
Persentase perkara yang d Persentase pencari keadilan | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |Memberikan pelayanan

terlayani melalui posyankum

golongan tertentu yg
mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)

pos layanan hukum bagi
masyarakat miskin

Output Pelayanan pos layanan hukum,
i ingk peradilan

agama




TUJUAN Target SASARAN Target STRATEGI
No |Uraian Indikator Uraian Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Kebijal Program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
97% 4 Meningkatnya kepatuhan| a Persentase putusan perkara | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |Meningkatkan kualitas

terhadap putusan
pengadilan

perdata dan TUN yang
ditindaklanjuti (dieksekusi)

putusan dan penyelesaian
perkara

Keterangan :

* pendekatan keadilan restoratif dan perkara diversi, bukan kewenangan peradilan agama

Unaaha, 31 Desember 2021

Ketua Pengadilan

gama Unaaha

Najmiah Sunusi, 5.Ag MH
NIP. 19720525 199802 2 001




MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Target Indikasi Pendanaan Tematik
(KPs,
Prakiraan Maju Prakiraan Maju AP,
Prioritas| ARG,
Kode Program/Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (N,B,KL,{ KSST,
Rencana Rencana 0-) MP3EI,
20201 o021 | 2022 | 2028 | 2024 2020 2021 2022 2023 2024 WLEBIA,
MDG's,
MPI)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
005.04  |Program Peningkatan Manajemen 001  Terselenggaranya penyelesaian Outcome: Terselenggaranya penyelesaian perkara yang
Peradilan Agama perkara yang sederhana, Transparan |sederhana, Transparan dan Akuntabel diLingkungan
dan akuntabel di lingkungan Peradilan |Peradilan Agama , dengan 4 pokok IKU:
Agama
001 Terselenggaranya penyelesaian 500 525 550 575 600 - - - -
administrasi perkara yang sederhana,
Transparan dan akuntabel
002 Terselenggaranya pelaksanaan 234 289 334 398 462 240,150 249,755 253,755 259,755 589,755 | B
pelayanan peradilan agama
003 Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan - - - - - - - - - - | KL
Agama
004 Terselenggaranya Tata Laksana
Perkara Kasasi dan PK serta
Kesyari'ahan
1053 Peningkatan Manajemen Peradilan |001  Terselenggaranya Tertib
Agama administrasi Perkara di lingkungan
Peradilan Agama
001 Jumlah Pedoman Tata Kelola Dilingkungan Peradilan
Agama
002 Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Administrasi - - - - - - - - KL
Peradilan Agama
003  Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik
Peradilan Agama
004 Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peradilan
Agama
005 Jumlah Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan 85 89 94 98 102 225,250 229,755 229,755 229,755 229,755 B
Agama
006 Jumlah Pelaksanaan Operasionalisasi Pos Pelayanan 149 200 240 300 360 14,900 20,000 24,000 30,000 360,000

Hukum




Target Indikasi Pendanaan Tematik
(KPs,
Prakiraan Maju Prakiraan Maju AP,
Prioritas| ARG,
Kode Program/Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (N,B,KL,{ KSST,
Rencana Rencana 0-) MP3EI,
2020 1 o021 | 2022 | 2028 | 2024 2020 2021 2022 2023 2024 WLEBIA,
MDG's,
MPI)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
005.01  |Program Dukungan Manajemen Dan 001  Meningkatkan kualitas layanan Outcome: Meningkatkan kualitas layanan dukungan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dukungan manajemen untuk manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan, 7
Mahkamah Agung mendukung pelaksanaan pelayanan  |pokok Indikator Kinerja Utama / IKU:
prima peradilan
001 Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi
terintegrasi
002 Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian
dan pengembangan SDM berdasarkan parameter
obyektif
003 Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan Keuangan
yang transparan dan akuntabel dilingkungan
Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan
004 Meningkatnya kualitas manajemen rencana program
dan anggaran serta organisasi secara transparan,
efektifitas dan efisien
005 Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana
untuk menunjang pelayanan peradilan
006 Terselenggaranya pelayanan pimpinan 12 12 12 12 12 3,576,355 3,776,000 3,358,267 3,179,779 3,102,425
007 Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata
usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM
Mahkamah Agung
1066 Pembinaan Administrasi dan 001  Meningkatnya pengelolaan dan 6 pokok Indikator Kinerja Kegiatan:
Pengelolaan Keuangan Badan pelaporan keuangan yang transparan
Urusan Administrasi dan akuntabel di lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya.
001 Jumlah satuan kerja yang mendapat pembinaan teknis
pengelolaan keuangan
002
Jumlah laporan pengelolaan keuangan
003  Jumlah satuan kerja yang dimonitoring dan dievaluasi
pengelolaan keuangan
004
Jumlah pedoman pengelolaan keuangan negara
005 . .
Jumlah laporan kegiatan Biro Keuangan
006 Jumlah penyelenggaraan operasional perkantoran 12 12 12 12 12| 3,576,355 | 3,776,000 3,358,267 3,179,779 3,102,425 KL
007 Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata
usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM
Mahkamah Agung




komunikasi

Target Indikasi Pendanaan Tematik
(KPS,
Prakiraan Maju Prakiraan Maju AP,
Prioritas| ARG,
Kode Program/Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (N,B,KL,{ KSST,
Rencana Rencana 0-) MP3EL,
20201 o021 | 2022 | 2008 | 2020 2020 2021 2022 2023 2024 MP3K],
MDG's,
MPI)
1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
005.02  [Program Peningkatan Sarana dan Outcome: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dalam mendukung pelayanan peradilan, 1 pokok IKU:
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di {001  Terpenuhinya kebutuhan sarana dan
Lingkungan Mahkamah Agung prasarana dalam mendukung
pelayanan peradilan
001 Jumlah Pengadaan Jaringan Instalasi di Lingkungan KL
Mahkamah Agung
002  Jumlah Pengadaan Tanah di Lingkungan Mahkamah - - KL
Agung
003  Jumlah pengadaan IT/CTS/SiadPA/Siad TUN/SiadMil - - - - - - - - - KL
di Lingkungan
Mahkamah Agung
004 Jumlah pengadaan Peralatan/Fasilitas kantor di - 10 10 10 10 - 200,000 200,000 200,000 200,000 KL
Lingkungan
Mahkamah Agung
005 Jumlah pengadaan Sertifikat Tanah di lingkungan - - KL
Mahkamah
Agung
006 Jumlah pengadaan buku hukum di Lingkungan KL
Mahkamah Agung
007  Jumlah pengadaan gedung kantor sesuai propotype - - - - KL
yang mendukung sarpras peradilan anak, mediasi dan
disabilitas
008 Jumlah pengadaan kendaraan operasional untuk - - KL
pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung
009 Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan 2 10 10 10 10 25,000 50,000 50,000 50,000 50,000 KL

Satuan rupiah dalam ribuan
Data rencana kinerja untuk tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 s/d 2024 adalah prakiraan maju




